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dan Pelayanan Publik dapat diselesaikan dengan baik.
Shalawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada Nabi
Muhammad SAW atas suri tauladan yang mulia.

Buku merupakan penjabaran dari salah satu konsep
organisasi pada sektor publik yang berorientasi pada kapasitas
organisasi. Buku ini terdiri dari empat bab, dimana pada bab
[ akan dijelaskan tentang kapasitas organisasi dari berbagai
sudut pandang, bab II menjelaskan tentang pelayanan publik
yang responsif, bab Il menerangkan tentang kaitan kapasitas
organisasi dan pelayanan public,dan bab IV tentang penguatan
kapasitas organisasi. Keempat bab tersebut merupakan satu
kesatuan yang dirasakan penulis perlu untuk disajikan dalam
buku ini, dengan pembahasan yang lebih menekankan pada
prinsip-prinsip dasar.

Tentunya, walaupun penulisan buku ini telah dikaji
secara mendalam, namun tidak lepas dari kekurangan. Penulis
berharap banyak masukan dari pembacayang dapatdigunakan
sebagai bahan kajian tambahan dalam memperdalam isi buku

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat
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Kapasistas Organisasi dan Pelayanan Publik untuk dapat
dikembangkan di masa yang akan dating.

Ucapan terima kasih kepada Publika Institute dan pihak-
pihak yang membantu terselesainya buku ini, baik melalui
diskusi hangat dan masukan kritisnya. Semoga buku ini
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BAB 1
KAPASITAS ORGANISASI DARI
BEBERAPA SUDUT PANDANG

A. Kapasitas Organisasi dalam Kajian Teori Organisasi

ada hakekatnya, sebuah organisasi beraksi didasarkan
Patas dua logika utama, yakni logika konsekuensi dan

kesesuaian. (March dan Olsen, 1989; Verhoest et al,,
2010). Logika konsekuensi didasarkan kepada pemenuhan
tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Logika ini mengacu
pada perspektif instrumental, di mana organisasi dan
aktivitasnya dijadikan sebagai instrumen di tangan pemimpin
untuk mengejar tujuan-tujuan tertentu (Christensen et
al. 2007). Logika ini dipilih karena menganggap apa yang
dilakukan sebagai sesuatu yang telah disesuaikan dengan dan
telah berlangsung dengan baik bagi organisasi di masa lalu,
atau karena dianggap sebagai sesuatu yang ada di lingkungan
organisasi disaat ini. Dalam konteks ini, organisasi merupakan
wadah dimana adminsitrasi dapat menjalankan aktivititas
demi mencapai tujuannya secara rasional. Pada logika
instrumental, fokus organisasi sebenarnya ada pada upaya
organisasi dalam menjalankan tugasnya, yang disebut dengan
misi. Misi menjadi dasar bagi organsasi dalam melaksanakan
tugas utamanya dan acuan dalam merangcang tugas-tugas
lainnya yang semakin kompleks. Dalam hal ini, misi menjadi
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alert bagi organisasi ketika berusaha untuk keluar dari jalur
atau tugas utamanya.

Logika kedua adalah logika kesesuaian, yang lebih
dapat dipahami dalam perspektif kelembagaan. Dalam
perspektif ini, institusi organisasi merelasikan dirinya kepada
lingkungan yang lebih luas, dalam memahami domain,
batas dan legitimasinya (Scott, 2003). Dengan memahami
apa seharusnya yang menjadi acuan, organisasi berusaha
untuk membuat tujuan relevan dengan kemampuan secara
internal dan adaptasi dengan lingkungan ekternalnya. Logika
kesesuaian berupaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam
ruang lingkup tertentu pula, yang disebut dengan visi. Visi akan
mengarahkan organisasi kepada tujuan yang akan dicapai dan
kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan tersebut.
Kemungkinan tersebut bersumber dari upaya penyesuaian
yang dilakukan organisasi dalam mengadaptasi lingkungan
menjadi sebuah peluang yang akan membantu pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

Jika kedua logika ini dipadukan, maka mekanisme logika
konsekuensi dan kesesuaian akan sangat membantu organisasi
dalam mencapai tujuannya. Karena konsekuensi yang jelas,
akanberkontribusipadaproseskesesuaiansecaramenyeluruh.
Dari sudut pandang kedua logka tersebut, organsasi bisa
berawal dari logika dari konsekuansi atau kesesuaian. Ketika
organisasi bermula dari logika kesesuaian, maka misi utamaya
akan menjaga peran organisasi dalam mencapai tujuannya,
sedangkan logika kesesuaian akan mengarahkan kepada apa
yang menjadi harapannya. Begitu pula sebaliknya, walaupun
logika konsekuensi akan mengalami beberapa adaptasi untuk
mengimbangi kesesuaiannya.

Konsep kapasitas organisasi dapat ditelusuri dari
perspektif teori organisasi. Pada defenisi pertama, terkait
dengan perspektif sistem rasional, organisasi adalah
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kolektivitas yang berorientasi untuk mengejar tujuan yang
relatif spesifik dan menunjukkan struktur sosial yang relatif
sangat diformalkan (Scott, 2003). Pada definisi ini, organisasi
tidak hanya berfokus pada karakteristik khas dari organisasi
tetapi juga pada struktur normatifnya.

Rasionalitas pada keunikan dan struktur normtif tersebut
tersebutmenuntutorganisasi untuk bertahan selama mungkin.
Inilah yang disebut oleh Scott (2003) dengan kemampuan
bertahan (durability). Organisasi dirancang dirancang
sedemikian rupa untuk bertahan dari waktu ke waktu, secara
rutin dan terus menerus mendukung upaya untuk melakukan
serangkaian kegiatan tertentu. Lebih dari sekedar struktur
sosial, organisasi diharapkan dapat mencapai stabilitas dari
waktu ke waktu dan terlepas dari perubahan anggotanya yang
merupakan salah satu fungsi utama formalisasi. Kemampuan
bertahan tidak selalu berarti efektivitas, karena organisasi
dapat bertahan walaupun dianggap oleh banyak orang
tidak kompeten (Meyer dan Zucker, 1989). Dan daya tahan
tidak harus menjadi disamakan dengan kekakuan. Beberapa
bentuk baru dari organisasi dirancang untuk menggabungkan
fleksibilitas yang besar dengan pemeliharaan dalam konteks
kemampuan dengan mengubah kombinasi personil, struktur,
dan bahkan tujuan (Scott, 2003).

Untuk dapat bertahan, maka organisasi harus mampu
meyesuaikan perilakunya dalam merespon lingkungan. Fokus
organisasi dalam meningkatkan kemampuan bertahan pada
lingkungan yang terus berubah harus didukung sejumlah
faktor penting. Staats et al. (2004) menjelaskan bahwa ada
tiga faktor yang harus dimiliki dalam penyesuaian dengan
lingkungan yakni informasi, umpan balik terhadap kinerja,
dan lingkungan sosial yang mendukung.

Definisi kedua melihat organisasi sebagai sistem alamiah.
Pada konteks ini, organisasi merupakan kolektivitas yang
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pesertanya mengejar berbagai kepentingan, baik yang berbeda
ataupun umum, serta mengakui nilai pengabadian organisasi
sebagai sesuatu yang penting (Scott, 2003). Struktur informal
hubungan yang berkembang antara peserta lebih berpengaruh
dalam membimbing perilaku anggota dari pada menggunakan
struktur formal. Konsep ini kemudian berkembang menjadi
kebiasaan dan nilai yang harus dipahami oleh setiap individu
dalam organisasi.

Organisasi merupakan sarana yang dapat melakukan hal
yang sama dengan cara yang sama secara berulang, dan untuk
berbagai jenis kegiatan merupakan keuntungan yang terkait
dengan karakteristik ini. Dalam organisasi, akan terlihat
berbagai mekanisme kontrol digunakan, termasuk formalisasi,
struktur otoritas, menguraikan aturan dan rutinitas, budaya
yang kuat, dan penggunaannya secara khusus. Semua faktor ini
dan lebih dirancang sebagian untuk meningkatkan keandalan
kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Untuk berbagai jenis
kegiatan dan banyak situasi, kemampuan untuk memproduksi
barang dan layanan andal adalah keuntungan besar yang
berhubungan dengan keandalan organisasi (Scott, 2003).

Keandalan organisasi akan dapat dicapai melalui
pengembangan rutinitas yang terstandar (Hannan dan
Freeman, 1984). Bahkan, gagasan pengulangan atau
reproduksibilitas tindakan atau pola aktivitas adalah defenisi
dasar dari keandalan. Dari waktu ke waktu, rutinitas dan
kehandalan telah menjadi identik dengan satu sama lain dan
jugadapatdikaitkan sebagai faktor pendukungkecenderungan
yang bersifat mengikut dan dianggap mengurangi kemampuan
adaptif (Hannan dan Freeman, 1984).

Organisasi yang memiliki keandalan yang tinggi, ditandai
dengan sikap menerima dan menyesuaikan dengan kegagalan,
keengganan untuk menyederhanakan interpretasi, kepekaan
terhadap kegiatan, komitmen terhadap ketahanan (konsisten),
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dan di bawah struktur tertentu (Weick et al., 1999). Proses ini
mengurangi inersia yang memungkinkan terjadinya kegagalan
dan dampak negative yang lebih luas bagi organisasi.

Pada definisi ketiga, organisasi dilihat sebagai sistem
terbuka. Dalam hal ini, organisasi dianggap sebagai kumpulan
arus proses dan Kkegiatan yang saling ketergantungan,
menghubungkan koalisi anggota pada sumber daya material
yang lebih luas dan lingkungan kelembagaan (Scott, 2003).
perspektif sistem terbuka menekankan pentingnya unsur
budaya-kognitif dalam pembangunan organisasi. Organisasi
berada dalam konteks budaya dan terus mengadopsi dan
mengadaptasi format lingkungan tersebut, baik secara intensif
maupun secara tidak sengaja.

Sistem terbuka ini mengarah kepada akuntabilitas.
Edwards dan Hulme (1996) mendefinisikan akuntabilitas
sebagai “the means by which individuals and organizations
report to a recognized authority (or authorities) and are held
responsible for their actions”. Studi yang dilakukan oleh Fox
dan Brown (1998) juga menggambarkan akuntabilitas sebagai
“the process of holding actors responsible for actions”.

Chandler dan Plano (1988) mendefinisikan akuntabilitas
sebagai suatu kondisi individu atau organisasi yang dalam hal
menjalankan kekuasaan dibatasi secara eksternal dan internal
yang oleh norma. Definisi ini memberikan arti bahwa ecara
eksternal misalnya, dapat mencakup amanat dari masyarakat,
legislatif, eksekutif, dan pengadilan. Dalam menjalankan
kekuasaannya, individu dibatasi oleh hukum, peraturan, dan
prinsip-prinsip moral. Konteks individu dalam melaksanakan
kekuasaan tersebut tidak terlepas dari pemahaman organisasi
sebagai struktur formal dimana kekuasaan tersebutdijalankan.

Dalam konteks akuntabilitas melalui partisipasi, Cornwall
et al. (2000) memperluas ini perspektif dengan menyarankan
akuntabilitas yang baik tentang menjadi bertanggung jawab
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bagi orang lain dan tentang bertanggung jawab untuk diri
sendiri. Dengan demikian, akuntabilitas memiliki dua dimensi
yakni dimensi eksternal dalam hal kewajiban untuk memenubhi
standar perilaku yang ditetapkan (Chisolm, 1995) dan dimensi
internal yang dimotivasi oleh rasa tanggung jawab seperti
yang diungkapkan melalui aksi individu dan misi organisasi
(Fry, 1995). Kedua dimensi akuntabilitas di atas memberikan
gambaran tentang ruang lingkup akuntabilitas organisasi
dalam memahami lingkungan.

Dalam memahami ketiga perspektif teori organisasi
yang dijelaskan oleh Scott (2003) di atas, Thompson (2003)
sebenarnya telah mengembangkan prinsip dasar yang dapai
digunakan untuk mendamaikan tiga perspektif di atas.
Thompson berpendapat bahwa dalam menganalisis harus
cukup fleksibel untuk mengakui kemungkinan bahwa ketiga
perspektif tersebut pada dasarnya benar dan berlaku pada
sebuah organisasi. Namun, keberlakuannya tidak dengan
kekuatan yang sama untuk semua tempat di organisasi.

Thompson (2003) mengembangkan konsep yang dibuat
oleh Parsons (1960), yang membedakan organisasi atas tiga
tingkatan. Pertama ialah tingkat teknis, yakni bagian dari
organisasi yang memiliki kapasitas menjalankan fungsi dalam
menghasilkan barang atau jasa yang mengubah input menjadi
output. Yang kedua adalah level manajerial, yaitu bagian dari
organisasi yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk
merancang dan mengendalikan sistem yang menghasilkan
barang atau jasa untuk pengadaan input dan membuat output,
dan untuk mengamankan dan mengalokasikan personil untuk
setiap unit dan fungsi. Ketiga, tingkat kelembagaan, yang
merupakan kapasitas dari organisasi yang menghubungkan
organisasi dengan lingkungan yang lebih luas, menentukan
domainnya, menetapkan batas-batasnya, dan mengamankan
legitimasinya. Lebih lanjut, Thompson (2003) menyatakan
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bahwa masing-masing dari tiga perspektif teori cocok ke
tingkat yang berbeda dari organisasi : perspektif sistem
rasional untuk tingkat teknis, perspektif system alamiah untuk
level manajerial, dan perspektif system terbuka untuk tingkat
institusional (Scott, 2003; Thompson, 2003).

Jika dilihat dari logika utama di atas, maka perspektif
teori dan level organisasi yang ada telah menjelaskan logika
tersebut secara operasional. Hal ini dikarenakan ketika
berbicara tentang logika konsekuensi, maka instrumen
yang digunakan adalah perspektif sistem rasional dan
alamiah organisasi yang dapat dimplementasikan pada
kapasitas organisasi di level teknis dan manajerial organisasi.
Sedangkan pada logika kesesuaian, maka instrument yang
digunakan ialah sistem terbuka dengan kapasitas institusional
sebagai implementasinya. Keterkaitan antara ketiga konsep
yakni logika utama, prespektif teori dan level kapasitas
memberikan gambaran bahwa walaupun dari sudut pandang
yang berbeda, kajian organisasi dalam menjelaskan kapasitas
pada hakekatnya telah dipahami pada setiap sudut panadang,
walaupun dengan mekanismen yang berbeda. Secara ringkas,
keterkaitan logika konsekuensi dan kesesuaian, perspektif
teori rasional, alamiah atau terbuka yang digunakan, dan level
aktivitas organisasi secara teknis, manajerial dan instirusional,
dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Kaitan Logika utama, perspektif teori, level aktivitas organisasi

Logika utama Perspektif Teori Level Kapasitas
Konsekuensi Sistem Rasional Teknis
Sistem Alamiah Manajerial
Kesesuaian Sistem Terbuka Institusional

Sumber: Scott (2003), Thompson (2003), March dan Olsen (1989), Verhoust et al.
(2010), Christensen et al. (2007), diolah penulis
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B. Kapasitas Organisasi Dalam Kajian Pengembangan
Kapasitas (Capacity Development or Building)

Selain teori organisasi, konsep kapasitas organisasi
juga dapat dikaji dalam teori pengembagan Kkapasitas.
Pengembangan kapasitas atau yang lebih dikenal dengan
capacity development atau capacity building memiliki
defenisi yang beragam. Grindle dan Hilderbrand, (1995)
mendefenisikan capacity building sebagai improvements in
ability of public organizations, either single or cooperation
with other organizations, to perform aproriate tasks. Dengan
kata lain, Capacity building tersebut merupakan peningkatkan
kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan
tertentu baik secara mandiri maupun berkerja sama dengan
organisasi lainnya. Horton et al. (2003) yang menjelaskan
bahwa pengembangan kapasitas merupakan “an ongoing
process to increase the ability of organization to carry out its
functions and acheive its objectives, and to learn and solve
problems”. Konsep ini menjelaskan pengembangan kapasitas
sebagai kemampuan untuk menampilkan fungsi dasar, yakni
pencapaian tujuan, pembelajaran dan penyelesaian masalah.
Pendapat ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh
Milen (2000) yang melihat capacity building sebagai continuing
process of strengthening of ability to perform core function,
solve problem, define and achieve objective and understand and
deal with development need.

Sedangkan OECD  (2008) menjelaskan bahwa
pengembangan Kkapasitas ialah “process whereby people,
organizations and society as a whole unleash, strengthen,
create, adapt and maintain capacity over time.” Maknanya
ialah pengembangan kapasitas sebagai sebuah proses
keberlanjutan kapasitas secara terus menerus. Pendapat ini
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lebih menekankan orientasi pengembangan kapasitas sebagai
penguatan berbagai kemampuan dalam berbuat.

Definisi lain yang senada dikemukakan oleh Brown et
al. (2001) capacity building sebagai suatu proses yang dapat
meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok, suatu
organisasi atau suatu sistem dalam upaya mencapai tujuan
atau menghasilkan yang lebih baik. Morison (2001) melihat
capacity building sebagai suatu proses atau serangkaian
aktivitas untuk melakukan sesuatu perubahan baik pada
level di dalam individu, kelompok, organisasi dan sistem
dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian
individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap
perubahan lingkungan yang ada. Kedua pendapat di atas
lebih menekankan pada tingkatan dimana pengembangan
kapasitas itu berada dan orientasi pengembangan kapasitas
yang dilakukan ada pada proses.

Sementara itu, pendapat lain yang senada dikemukakan
oleh Banyan (2007) yang menjelaskan bahwa peningkatan
kapasitas adalah sekumpulan kegiatan di mana pihak pribadi
(individu, organisasi, masyarakat, atau negara-bangsa)
mengembangkan kemampuan untuk secara efektif mengambil
bagian dalam pemerintahan. Asumsi yang mendasarinya
adalah bahwa dengan meningkatkan sesuai keterampilan,
sikap, dan pengetahuan, elemen-elemen tersebut akan lebih
efektif dalam peran pemerintah masing-masing. Hasilnya
adalah pemerataan yang lebih besar kekuasaan, akses ke
tempat-tempat pengambilan keputusan, dan lebih pemerataan
manfaat masyarakat.

Dalam konteks ini, penekanan pada jaringan atau mitra
kerja menjadi penting mengingat pengembangan kapasitas
dalam mencapai efektivitas mendapat perhatian khusus
pada era governance. Selain itu hasil yang dicapai memiliki
pemerataan kekuasaan yang lebih besar, akses dalam
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pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat yang lebih
masyarakat.

Dari beberapa pendapat ahli, kajian pengembangan
kapasitas secara umum disepakati pada wilayah individu
dan organisasi, walaupun pada dimensi yang lebih luas
mengalami sedikit perbedaan. Namun, jika diteliti secara
seksama, konteks sistem (Brown, 2001; Morison, 2001,
Araya-Quesada et al. (2010), komunitas (Banyan, 2007),
lingkungan (OECD, 2008), Institusi (Grindle, 1997; Horton
et al, 2003) memilki orientasi yang sama yakni bagaimana
dimensi individu dan organisasi dapat berinteraksi dengan
lingkungan dalam mengembangkan kapasitasnya, dan system
serta komunitas merupakan lingkungan organisasi dan
individu di dalam organisasi tersebut. Bahkan pada dimensi
reformasi institusi (Grindle, 1997) yang menurut Dill (2000)
memiliki fokus pada institusi dan sistem sebagai struktur
yang bersifat makro. Konsep Grindle tersebut tidak berbeda
dengan yang disebutkan Harton et al. (2003) dengan konsep
institusi nasional yang mempengaruhi level mikro (individu
dan kelompok) ataupin level meso (organisasi).

Pada level mikro yang fokus pada individu dan kelompok
sebagai kumpulan individu, pengembangan kapasitas fokus
pada penyediaan sumber daya profesional dan teknikal
(Grindle, 1997; Dill, 2000; Horton et al., 2003). Pendapat ini
dikuatkan oleh Klingner dan Nalbadian (2003, p. 49) yang
menjelaskan bahwa professionalisasi dapat memperkuat
kapasitas organisasi publik dengan ketersediaan keterampilan
yang jelas, jalur pendidikan dan pelatihan yang mendukung,
dan standar etika. Pada level individu, keterampilan,
pendidikan dan pelatihan, dan standar etika menjadi kreteria
penting. Indikator-indikator professional tersebut berkaitan
dengan kinerja individu dan efektivitas kinerja organisasi
(Behrman, 2006).
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Di level meso yakni organisasi, fokus pengembangan
kapasitas pada sistem manajemen yang berusaha
meningkatkan kinerja pada tugas dan fungsi yang spesifik
(Grindle, 1997; Dill, 2000; Horton et al., 2003). Di sisi lain,
Rainey (2003) fokus pada pencapaian efektivitas organisasi
melalui tiga kategori yakni misi atau orientasi publik,
kepemimpinan dan desain tugas atau lingkungan pekerjaan.

Sedangkan pada level pengembangan kapasitas yang
lebih luas yakni Makro terdiri dari beberapa pendapat.
Sebagai contoh adalah level reformasi institusi atau institusi
nasional yang memiliki fokus pada kajian institusi atau sistem
yang ada (Grindle, 1997; Dill, 2000; Horton et al.,, 2003).
Selain itu menurut Sumpeno (2002), hasil yang diharapkan
dengan adanya penguatan kapasitas adalah penguatan
individu, organisasi dan masyarakat, terbentuknya model
pengembangan kapasitas dan program, dan terbangunnya
sinergisitas pelaku dan kelembagaan.

Berikut ini disajikan dimensi atau level pengembangan
kapasitas organisasi menurut beberapa ahli yang telah
dijelaskan sebelumhya pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Dimensi Kajian Pengembangan Kapasitas
berdasarkan Pendapat Ahli

Dimensi Kajian
Pendapat Ahli

Mikro Meso Makro
Grindle (1997) dalam | Individu Organisasi Reformasi
Santoso (2012) Institusi
Brown et al. (2001) Individu, Organisasi Sistem

Kelompok

Morison (2001) Individu Organisasi Sistem
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Dimensi Kajian
Pendapat Ahli
Mikro Meso Makro
Banyan (2007) Individu Organisasi Komunitas,
pemerintah

Horton et al. (2003) Individu, Organisasi Institusi

Kelompok Nasional
OECD (2008) Individu Organisasi Lingkungan
Araya-Quesada et al. Individu, Organisasi Sistem
(2010) Kelompok

Sumber: Grindle (1997), Brown (2001), Morison (2001), Horton et al. (2003), Banyan
(2007), OECD (2008), dan Araya-Quesada et al. (2010), diolah penulis

Dari beberapa konsep yang telah dijelaskan, ada
karakteristik yang bisa diambil dari defenisi konsep
pengembagan kapasitas tersebut, yaitu :

1. Merupakan suatu proses atau strategi

2. Fokus pada peningkatan kemampuan

3. Berada pada level individu, organisasi atau institusi dan
komunitas atau sistem yang dibangun

4. Memiliki tujuan untuk merespon terhadap perubahan
lingkungan

Penelitian dalam disertasi ini difokuskan pada kapasitas
organisasi yang merupakan kajian yang tidak bisa dilepaskan
dari konteks sember daya manusia dan lingkungan organisasi.
Mengingat orientasi peningkatan kemampuan merupakan
bentuk dari tanggung jawab pemberi layanan terhadap
penerima layanan, maka Kkapasitas organisasi juga harus
dipahami di semua level baik individu, oganisasi dan sistem
yang didukung oleh jaringan kerja yang memiliki kepentingan
terhadap pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus,
yang membutuhkan respon beragam sesuai dengan kondisi
yang dimiliki.
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Pengembangan kapasitas dalam konteks organisasi
berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan suatu
organisasi publik (Indrawijaya dan Pranoto, 2011a), termasuk
kemampuan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.
Indrawijaya dan Pranoto (2011a) lebih jauh menjelaskan
bahwa pengembangan kapasitas organisasi merupakan
strategi penting agar suatu organisasi pelayanan publik
memiliki kemampuan dalam menyusun rencana strategis
ditujukan agar organisasi mencapai tujuannya dengan jelas
dan mampu mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi,
efektivitas, responsivitas. Pada level institusi, pengembangan
kapasitas diarahkan kemampuan menciptakan aturan
main yang mampu merespon dan memformulasikan
kebijakan dengan memperhatikan nilai efisiensi, efektivitas,
responsivitas, keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

Konsep organisasi publik sebenarnya tidak hanya dimiliki
oleh pemerintah. Bozeman dalam Christensen et al . (2007)
menekankan bahwa semua organisasi adalah publik. Konsep
ini bertujuan untuk membangun jembatan antara publik dan
swasta dalam teori organisasi. Lebih lanjut Bozeman dalam
Christensen et al. (2007) berpendapat bahwa hampir semua
organisasi tunduk pada pengaruh otoritas politik dan kontrol
pemerintah secara eksternal, sehingga ia menjadi bagian dari
publik. Kaitan publik dan swasta menyiratkan model hibrida
di wilayah perbatasan antara publik dan organisasi mitra,
dan kemitraan organisasi publik dan swasta swasta bukan
fenomena baru, tapi dianggap sebagai suatu model organisasi
yang sangat berguna di berbagai bidang. Frederickson (1997)
yang menjelaskan bahwa istilah administrasi publik sering
sekali digunakan untuk menjelaskan administrasi pemerintah.
Hal ini berdampak pada kajian yang hanya berkisar pada
masalah politik, anggaran, kepegawaian dan penyediaan
layanan. Padahal, pengertian publik lebih luas menyangkut
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fungsi publik, termasuk pemerintah. Sehingga, pokok bahasan
menjadi berubah dari sekedar administrasi pemerintah ke
semua jenis organisasi seperti organisasi sukarela, nirlaba,
bisnis dan pemerintah dalam fungsi dan interaksi satu dengan
yang lain.

C. Kapasitas Organisasi dalam Kajian Pengembangan
Organisasi

Pengembangan organiasasi pada prinsipnya
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi
dalam memecahkan masalah dan merespon lingkungan
eksternalnya (Cummings dan Worley, 2005). Namun, jika
konsep pengembangan organisasi dilihat dari prosesnya
dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang direncanakan
yang sengaja dilakukan untuk mencapai efektivitas organisasi.

Pada prinsipnya, bahwa pengembangan organisasi
merupakan pengembangan sistem manajemen yang dilakukan
dengan mekanisme adopsi sebuah ide, model, atau metode
baru dalam rangka meningkatkan keefektifan organisasi. Ide,
model, atau metode baru tersebut dapat berasal dari analisis
organisasi secara internal atau menerapkan pendekatan
tertentu yang telah telah ada dari hasil pengembangan
oleh pihak lain. Namun, intinya ialah harus berdasarkan
pertimbanganbahwaadopsiyangdilakukanharusberorientasi
pada peningkatan kualitas output organisasi menjadi lebih
baik.

Ketika organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor
lingkungan eksternalnya, makaorganisasitersebutsebenarnya
menggunakan menggunakan perspektif sistem terbuka. Oleh
karena itu, sumber daya yang ada termasuk manusia, sistem
manajemen, dan teknologi seyogyanya dikaitkan dengan
lingkungan eksternal organisasi. Pengembangan organisasi
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memberikan perspektif baru dalam melihat organisasi yang
pada prosesnya menitikberatkan pada kemampuan organisasi
tersebut dapt dengan cepat meresponi pengaruh lingkungan
luar yang semakin kompleks.

Indrawijaya dan Pranoto (2011b) menjelaskan konsep
yang dikemukakan oleh Bennis bahwa pengembangan
organisasi merupakan suatu jawaban atas perubahan suatu
trategi pendidikan yang rumit, dimaksudkan untuk mengubah
kepercayaan, nilai-nilai, dan struktur organisasi, sehingga
organisasi tersebut dapat lebih memiliki mampu, baik melalui
teknologi, permintaan pasar (masyarakat), dan tantangan
baru serta perubahan itu sendiri.

Tujuan mendasar dari pengembangan organisasi ialah
untuk memperbaiki kemampuan organisasi itu sendiri.
Peningkatan kemampuan organisasi memiliki dampak
terhadap kapasitas organisasi dalam membuat keputusan
berkualitas dengan melakukan perubahan terhadap struktur,
kultur, tugas, teknologi dan sumber daya manusia. Pendekatan
utama terhadap hal ini adalah bentuk kapasitas organisasi
yang dapat memaksimalkan Kketerlibatan orang dalam
pembuatan keputusan yang efektif dalam dalam menjalankan
tugas organisasi.

Studi tentang pengembangan organisasi bertujuan
untuk mengembangkan organisasi secara keseluruhan dan
sebagai referensi khusus untuk pengembangan kapasitas
organisasi yang terbarukan (Kondalkar, 2009). Pada konsep
ini, upaya pengembangan organisasi pada satu sisi ialah
melalui pengembangan kapasistas yang dimilikinya. Hal ini
berarti kapasitas organisasi baik di level teknis, manajerial,
maupun institusional organisasi harus mampu berkembang
menyesuaikan kebutuhan organisasi dalam mewujudkan
pelayanan yang responsif bagi siswa autis yang memiliki
kebutuhan khusus.
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Terdapat empat faktor pendorong dalam pengembangan
organisasi menurut Accenture Institute for Public Service Value
(2002) yakni, harapan dan aktivitas masyarakat, perubahan
ekonomi dan politik, perubahan sumber daya manusia dan
organisasi, dan teknologi. Dengan adanya upaya organisasi
untuk dapat berkembang kea rah yang lebih baik, upaya
untuk memunuhi harapan dan tuntutan lingkungan organisasi
harus menjadi prioritas bagi organisasi penyelenggara dalam
mengembangkan kapasitasnya.

Tantangan lain yang menjadi pertimbangan dalam
merespon lingkungan organisasi ialah kondisi sosial
masyarakat di kota-kota besar yang terkenal yang sangat
individualistik. Akibat kesibukan setiap warga kota yang cukup
tinggi darii sisi waktu, dapat berdampak pada berkurangnya
perhatian terhadap sesama. Apabila hal ini berlebihan akan
menimbulkan sifat acuh tak acuh atau kurang mempunyai
toleransi sosial.

D. Pengembangan Kapasistas Organisasi

Dalam istilah yang paling sederhana, kapasitas organisasi
merupakan kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas
organisasi (Yu-Lee, 2002). Di sektor publik, kapasitas
organisasi telah luas didefinisikan sebagai kemampuan
pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin
dan mengendalikan, manusia, sumber daya keuangan, fisik
dan informasi (Ingraham et al., 2003). Di sector sosial atau
nirlaba, kapasitas organisasi merupakan seperangkat praktek
manajemen, proses atau atribut yang membantu organisasi
untuk memenuhi misinya (Eisinger, 2002).

Hal senada diungkapkan oleh Horton et al. (2003)
menjelaskan bahwa kapasitas organisasi merupakan “its
potential to perform - its ability to successfully apply its skills
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and resources to accomplish its goals and satisfy its stakeholders’
expectations”. Pada konsep ini terlihat denga jelas kaitan
lingkungan eksternal organisasi dalam aktivitas organisasi.

Dalam perkembangannya, konsep kapasitas organisasi
memiliki banyak sudut pandang menurut para ahli. Ada
yang menjelaskan bahwa makna kapasitas hanya sebagai
masalah akuisisi sumber daya atau dana (Kushner dan Poole,
1996; Brooks, 2002). Pendapat lain menjelaskan bahwa
kapasitas mencakup setiap kualitas yang dapat menghambat
atau mempromosikan keberhasilan dalam mencapai
tujuan organisasi (Chaskin, 2001). Di sisi lain, kapasitas
organisasi terkadang didefinisikan sebagai kualitas internal
organisasi, yang terdiri dari sumber daya manusia dan modal
(Brinkerhoff, 2005) dan pada pendapat lain dianggap sebagai
konsep dengan dimensi baik internal maupun eksternal,
misalnya dukungan keuangan eksternal, jaringan hubungan
yang mendukung, sumber pelatihan, dan dukungan politik
(Forbes dan Lynn, 2006).

Pengembangan Kkapasitas organisasi tidak hanya
multidimensional, tetapi juga mampu menjadi dibagi menjadi
kategori fungsional yang berbeda. Eisinger (2002), misalnya
mendefinisikan elemen-elemen penting dari kapasitas
organisasi sosial sebagai sumber daya, kepemimpinan yang
efektif, keterampilan dan kecukupan staf, kelembagaan
dan hubungan eksternal. Sedangkan Ingraham et al. (2003)
menggambarkan empat subsistem manajemen yang yang
dimensi kapasitas organisasi pemerintah, yakni keuangan,
sumber daya manusia, modal dan sistem teknologi informasi.

Horton et al. (2003) menjelaskan bahwa pengembangan
kapasitas organisasi secara umum berhubungan dengan
sumber daya, pengetahuan dan proses yang dilakukan
organisasi. Staff, infrastruktur, teknologi dan pembiayaan
merupakan Kkapasitas sumber daya dasar pada setiap
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organisasi. Selain itu, kepemimpinan strategis, program dan
proses manajemen, dan jejaring dan keterkaitan dengan pihak
lain, merupakan kapasitas manajemen dalam organisasi.

Christensen dan Gazley (2008) menjelaskan bahwa
kapasitas organisasi sebagai fungsi dari (1) infrastruktur
organisasi, (2) sumber daya manusia, (3) sumber daya
keuangan dan sistem manajemen dan (4) karakteristik politik
dan permintaan pasar sebagai lingkungan eksternal. Beberapa
factor di atas sebagai sintesis dan cara untuk memudahkan
pemahaman variabel-variabel pengembangan kapasitas
organisasi secara lebih operasional.

Christensen dan Gazley (2008) menjelaskan bahwa
terdapat kesulitan dalam mendefinisikan pengembangan
kapasitas organisasi terletak pada beberapa kualitas
pemahaman baik sebagai input atau sumber daya dan
proses. Pendapat ini diperkuat oleh Sowa et al. (2004) yang
menerangkan bahwa kapasitas terbaik dilihat sebagai konsep
yang terdiri dari struktur dan proses.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis mencoba untuk
menghubungan factor-faktor yang menjadi acuan dalam
pengukuran kapasitas organisasi dengan level aktivitas
organisasi menurut Thompson (2003). Beberapa faktor
yang telah disebutkan oleh beberapa ahli di atas seperti
Eisinger (2002), Horton et al. (2003), Christensen dan Gazley
(2008) secara konsep dapat di kelompokkan kedalam tiga
level aktivitas organisasi yang dikemukakan oleh Thompson
(2003), yakni level teknis, level manajerial dan level institusi.
Ketika pendapat di atas dijadikan rujukan dalam menetapkan
faktor-faktor ang akan dianalisis lebih jauh dalam penelitian
ini mengingat ketiga konsep yang ditawarkan secara lengkap
menjelaskan seluruh level kapasistas yang akan diteliti. Tabel
berikut akan menjelaskan secara singkat terkait analisa
tersebut.
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Tabel 2.4
Klasifikasi Kapasitas Organisasi berdasarkan Level Aktivitas
Level Eisinger Horton et al. Christensen &
Aktivitas (2002) (2003) Gazley (2008)
Teknis Sumber daya, Staff, Sumber daya
keterampilan infrastruktur, manusia,
dan kecukupan teknologi, infrastruktur,
staf pembiayaan keuangan
Manajerial kepemimpinan Kepemimpinan Sistem
yang efektif strategis, manajemen
program, proses
manajemen
Institusional | kelembagaan Jejaring dan Karakteristik
dan hubungan keterkaitan politik,
eksternal permintaan pasar

Sumber: Thomson (1967), Eisinger (2002), Horton et al. (2003), Christensen dan
Gazley (2008)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik
kapasitas organisasi terdiri atas:

1. Kapasistas teknis,

meliputi:

sumber daya manusia,

infrastrukur, teknologi dan pembiayaan

2. Kapasitas manajerial, meliputi: kepemimpinan yang
efektif, program dan sistem manajemen

3. Kapasitas institusi, meliputi: jejaring, keterlibatan pihak
lain, karakteistik politik dan permintaan pasar.

Keseluruhan kapasitas tersebut dapat diteliti lebih lanjut
dalam konteks organisasi penyelenggara layanan publik.
Kesepuluh faktor dalam mengukur kapasitas organisasi
tersebut meliputi: sumber daya manusia, infrastrukur,
teknologi, pembiayaan, kepemimpinan yang efektif, program,
sistem manajemen, jejaring, keterkaitan dengan pihak lain,
karakteristik politik dan permintaan pasar.






BAB 11
PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF

A. Pelayanan Publik dalam Kajian Hak Azasi Manusia

rinsip dasar dalam hak asasi manusia terkait dengan
Phak—hak yang dimiliki manusia semata-mata karena
posisinya sebagai manusia. Manusia memiliki hak
tersebut bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat
atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata
berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Cranston,
1973). Hal ini berarti bahwa, meskipun setiap orang terlahir
dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan
kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai
hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak azasi tersebut.
Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut
(inalienable). Artinya, seburuk apapun perlakuan yang telah
dialami oleh seseorang atau betapapun kejam perbuatan
seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan
karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain,
hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk yang
berwujud manusia.
Asal mula gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber
dari teori hak kodrati atau yang dikenal dengan natural rights
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theory. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori

hukum kodrati (natural law theory) yang dikembangkan

oleh salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John

Locke yang dikenal dengan teori hak-hak kodrati. Ide yang

diprakarsasi oleh Locke mengenai hak-hak kodrati tersebut

kemudian menjadi dasar dari munculnya revolusi hak pada
revolusi yang ada di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis

pada abad ke-17 dan ke-18 (Pusham UlI, 2005).

Berikut ini adalah beberapa karakteristik yang paling

penting dari hak asasi manusia (United Nations, 2000):

1. Hak asasi manusia yang dibangun dalam rangka
penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap
orang;

2. Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti bahwa
mereka diterapkan dengan adil, tanpa diskriminasi bagi
setiap orang;

3. Hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, karena
tidak ada yang dapat mengambil hak asasi manusia
seseorang selain dalam situasi tertentu, misalnya hak
atas kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan;

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, saling terkait
dan saling tergantung, dengan alasan bahwa tidaklah cukup
untuk menghormati hak asasi manusia seseorang dan
mengabaikan orang lain. Semua hak asasi manusia harus
dilihat sebagai suatu kesatuan yang memiliki kepentingan
yang sama dan untuk menghormati martabat dan harga diri
setiap orang.

Dilihat dari sejarah, konsep hak asasi manusia yang
ada saat ini telah mengalami setidaknya tiga generasi
perkembangan. Pada generasi pertama, yang menjadi elemen
dasar konsep hak asasi manusia mencakup prinsip integritas
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manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan
sipil dan politik. Perkembangan generasi pertama mengalami
puncaknya ketika ditandatnganinya naskah Universal
Declaration of Human Right oleh Perserikatan Bangsa-Bangasa
(PBB) tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan
hak asasi manusia telah dicantumkam dalam naskah-naskah
beberapa negara seperti Inggris dengan Magna Charta dan Bill
of Right, America Serikat dengan Declaration of Independences,
dan Perancis dengan Declaration of Right Man and of The
Citizen (Asshiddiqie, 2005).

Arinanto (2008) yang mengambil pendapat Karel Vasak,
membagi perkembangan hak asasi manusia menjadi tiga
generasi. Generasi pertama terkait hak-hak sipil dan politik.
Pada generasi pertama ini, hak-hak sipil dan politik berasal
dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada awal
abad 17 danl18, yang berkaitan dengan Revolusi Inggris,
Amerika dan Perancis. Terkait dengan generasi pertama ini,
Asshiddigie (2008), menegaskan bahwa hak asasi manusia
pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan
politik yang mencakup: Hak untuk menentukan nasib sendiri;
Hak untuk hidup; Hak untuk tidak dihukum mati; Hak untuk
tidak disiksa; Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-
wenang; Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan
tidak berpihak; Hak untuk berekspresi atau menyampaikan
pendapat; Hak untuk berkumpul dan berserikat; Hak untuk
mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum; dan hak
untuk memilih dan dipilih.

Generasi kedua, menurut Karel Vasak dalam Arinanto
(2008) meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak
ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan
terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makanan,
pendidikan sampai pada kesehatan. Dengan demikian, peran
negara harus lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi
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atau tersedia bagi masyarakat. Generasi kedua ini ditandai
dengan ditandatanganinya International Couvenant on Civil
and Political Rights melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III)
PBB tertanggal 16 Desember 1966. konsepsi hak asasi manusia
mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk
mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk
hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak
untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan
lain-lain sebagainya. Sejalan dengan itu, Asshiddigie (2008)
menjelaskan bahwa yang menyangkut hak asasi manusia
pada generasi kedua ini meliputi: Hak untuk bekerja; Hak
atas pendidikan; Hak untuk mendapatkan upah yang sama;
Hak atas kesehatan; Hak untuk tidak dipaksa bekerja; Hak
untuk cuti; Hak atas perumahan; Hak atas makanan; Hak
untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; hak untuk
memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta; dan hak untuk
menikmati kemajuan ilmu pengetahuan.

Generasi ketiga dalam hak asasi manusia terkait pada
hak-hak solidaritas. Hak-hak asasi pada generasi ketiga ini
sebetulnya hanya mengkonseptualisasikan kembali tuntutan-
tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi
manusia (Karel Vasak dalam Arinanto, 2008). Generasi ketiga
dimulai pada tahun 1986, yang ditandai dengan munculnya
konsep baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian
mengenai hak untuk pembangunan atau rights to development.
Hak atas pembangunan ini mencakup persamaan hak atau
kesempatan untuk maju yang berlaku bagi semua negara,
dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian
dari kehidupan bangsa tersebut. Hak-hak dalam bidang
pembangunan menurut Asshiddigie (2008) antara lain
mencakup: Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang
sehat; Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
memadai; dan hak untuk memperoleh perumahan yang layak.
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Menurut Lloyd dan Freeman (1985) secara prinsip
merupakan tugas negara yaitu pemerintah untuk melindungi
hak asasi manusia berdasarkan teori kontrak sosial yang
dikembangkan oleh Rousseau terkait hak-hak tertentu dengan
jelas mengenai individu-individu sebagai manusia, mereka
eksis dalam keadaan alami sebelum manusia memasuki
masyarakat, meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak
milik. Keinginan untuk mendapatkan hak-hak asasi manusia
dalam bentuk pelayanan yang maksimal, telah memunculkan
tantangan baru bagi pemerintah dalam memberikan layanan
kepada masyarakat dan hal ini memperjelas fungsi negara
sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai pihak yang
dilayani.

Asshiddiqie (2008) menjelaskan bahwa fungsi pemerintah
sebagai representatif dari masyarakat harus memiliki
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut
karena setiap individu sebagai manusia yang tergabung
dalam komunitas masyarakat memiliki hak-hak fundamental
yang dijamin oleh konstitusi. Konsekuensi dari hal ini adalah
masyarakat mempunyai kewajiban-kewajiban yang lahir
sebagai konsekuensi terhadap pemenuhan hak-hak tersebut
yaitu berperan serta dalam menjaga eksistensi dan kestabilan
pemerintah.

Simmons et al. (2009) menjelaskan bahwa pelayanan
yang diberikan adalah atribut dari kewarganegaraan dan
dapat dilakukan melalui konsep hak asasi, partisipasi dan hak
demokrasi. Hal ini memperjelas bahwa konsep hak asasi yang
tercermin dari kewarganegaraan saling terkait satu sama lain
dan tidak dapat dipisahkan.

Konsep Pinch (1997) tentang welfare state menyatakan
bahwa: “The duty of governmentto ensure that all citizens should
provide with minimum standard of walfare, education, health
services, maintenance (sickness, unemployment, old ages), a fair
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share of the food (affordable prices)”. Peran pemerintah menuju
negara sejahtera adalah menjamin bahwa setiap warga negara
atas pelayanan minimum seperti kesejahteraan, pendidikan,
kesehatan, orang-orang sakit, pengangguran, dan lansia, serta
menjamin harga makanan yang terjangkau. Peran tersebut
seyogyanya tercermin dalam bentuk kebijakan dan pelayanan
yang efisien, efektif dan responsif kepada masyarakat.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan
publik, yang merupakan keputusan pemerintah yang
dibuat dalam rangka merespon isu-isu yang bersifat publik
terkait mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan
masyarakat (Suharto, 2008). Senada dengan itu, Bessant et
al. (2006), menjelaskan bahwa: “social policy refers to what
governments do when they attempt to improve the quality
of people’s live by providing a range of income support,
community services and support programs”. Dari kedua konsep
di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan sosial merupakan
spesialisasi dari kebijakan publik yang berorientasi pada
masalah-masalah sosial.

Kebijakan sosial merupakan sebuah Kkajian terkait
pengembangan, implementasi dan dampak dari kebijakan
yang berpegaruh terhadap situasi sosial masyarakat (Adam,
2002). Konsep kebijakan sosial dapat didefenisikan sebagai
sebuah disiplin, bidang kajian dalam ilmu sosial atau sebagai
tindakan sosial dalam dunia nyata.

Sebagai sebuah bentuk kebijakan publik, kebijakan
sosial memiliki fungsi preventif, kuratif, dan pengembangan.
Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara
kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi
preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan
mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan)
sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam
memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2006).
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Kebijakan sosial umumnya melibatkan program-program
bantuan yang sulit dapat dilihat secara kasat mata dan berbeda
dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum, kebijakan
publik memiliki konsep yang lebih luas daripada kebijakan
sosial, seperti kebijakan transportasi, jalan raya, air bersih,
dan keamanan. Sedangkan kebijakan mengenai jaminan sosial,
seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya
diberikan bagi kelompok miskin atau rentan, adalah contoh
kebijakan sosial (Suharto, 2008).

Katasosialdalamkebijakansosialsendirimerupakanrantai
hubungan yang terbentuk dari perilaku yang mendahulukan
kepentingan orang lain/umum oleh aktor-aktor sosial (Lewis
et al.,, 2000). Sehingga dalam konteks kebijakan sosial, fokus
kebijakan publik lebih berorientasi pada pelayanan dan
jaminan kepada warga negara untuk mencapai kesejahteraan
di bidang sosial pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini
diperkuat oleh Suharto (2008) yang menekankan bahwa
kebijakan sosial secara khusus melibatkan program-program
bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

B. Pelayanan Publik dan Hak Warga Negara

Dalam paradigma pelayanan publik baru atau new publik
service pelayanan publik harus merespon publik harus merespon
kepada warga negara (citizen) (Denhardt dan Denhardt (2000).
Konsep warga negara dalam dalam sistem hukum fokus pada hak
dan kewajiban warga negara tersebut (Denhardt dan Denhardt
(2007). Lebih lanjut Denhardt dan Denhardt (2007) menjelaskan
bahwa konteks hubungan yang terbaik antara pemerintah dan
warga negara didasarkan pada gagasan bahwa keberadaan
pemerintah adalah untuk menjamin warga negaranya membuat
pilihan yang konsisten dengan kepentingan mereka dengan
menjamin prosedur tertentu dan hak-hak individual.
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Konsep Denhardt dan Denhardt (2007) di atas
diperkuat oleh Simmons et al. (2009) yang menjelaskan
bahwa jika pelayanan publik tersebut adalah atribut dari
kewarganegaraan, maka dapat dilakukan melalui konsep hak
asasi, partisipasi dan hak demokrasi. Hal ini memperjelas
bahwa konsep hak asasi yang tercermin dari kewarganegaraan
saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Denhardt dan Denhardt (2007) Sebagai warga negara,
adalah hal yang penting dalam mewujudkan negara dan
masyarakat yang lebih baik melaui kerjasama dan secara ideal
melalui keterlibatan aktif. Warga negara dapat dan seharusnya
memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pemerintah, tetapi
untuk dapat bekerja dengan baik, pemerintah membutuhkan
keterlibatan wargan negara secara aktif.

Denhardt dan Denhardt (2007) kompleksitas interaksi
pemerintah terhadap warga negara mengarah kepada
usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
Meskipun kompleks, ada beberapa cara dalam mengukur
kualitas pelayanan disektor publik. Salah satu pendekatan
komprehensif dalam mengukur kualitas pelayanan yang dapat
dikembangkan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Kenyamanan, mengukur sejauh mana pelayanan
pemerintah yang mudah diakses dan tersedia bagi warga
negara.

2. Keamanan, mengukur sejauh mana layanan diberikan
membuat warga merasa aman dan percaya diri ketika
menggunakan layanan tersebut.

3. Keandalan, menilai sejauh mana pelayanan pemerintah
yang diberikan secara benar dan tepat waktu .

4. Perhatian pribadi, mengukur sejauh mana pegawai dapat
menyediakan informasi kepada masyarakat dan bekerja
sama untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka.
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5. Pendekatan pemecahan masalah, mengukur sejauh mana
karyawan memberikan informasi kepada masyarakat
dan bekerja dengan mereka untuk membantu memenuhi
solusi masalah mereka.

6. Keadilan, mengukur sejauh mana warga percaya bahwa
layanan pemerintah yang disediakan dalam cara yang adil
untuk semua.

7. Tanggung jawab fiskal, mengukur sejauh mana warga
percaya bahwa pemerintah daerah menyediakan layanan
dengan menggunakan anggaran secara bertanggung
jawab.

8. Pengaruh warga negara, mengukur sejauh mana warga
merasa mereka dapat mempengaruhi kualitas layanan
yang mereka terima dari pemerintah daerah (Carlson dan
Schwarz 1995).

Sebagai warga negara, penting untuk menyadari bahwa
untuk membuat negara dan masyarakat yang lebih baik
memerlukan setidaknya kerjasama, dan idealnya adalah
keterlibatan warga negara. Menurut definisi, pemerintah
adalah milik dan tanggung jawab masyarakat. Kita dapat dan
harus memiliki harapan yang tinggi bagi pemerintah, tetapi
bagi pemerintah untuk bekerja dengan baik, perlu warga
negara yang aktif. Semua dapat berharap bahwa sesama warga
negara yang bekerja untuk pemerintah, akan memperlakukan
masyarakat dengan hormat dan mengundang partisipasi
aktif dalam pekerjaan mereka. Ini adalah hak, kewajiban,
dan hak istimewa untuk melakukannya. Sebagai gantinya,
warga Negara dapat menghormati dan menghargai kontribusi
pemerintah, bukan hanya selama masa bencana nasional,
tetapi dalam pelayanan sehari-hari kepada masyarakat pada
umumnya (Denhardt Dan Denhardt, 2007).
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Simmons et al. (2009) menjelaskan bahwa sejak awal
1980-an, pengungkapan ketidakpuasan terhadap pelayanan
publik yang kaku dan tidak dapat diandalkan, terutama
oleh orang-orang disable atau berkebutuhan khusus/cacat.
Penyandang kebutuhan khusus berargumen bahwa mereka
memiliki hak untuk melakukan pilihan dan kontrol atas hidup
mereka dengan memiliki dukungan yang mereka butuhkan
untuk dapat hidup mandiri. Dalam kaitannya dengan gerakan
penyandang cacat, fokus utamanya ialah pencapaian hak
kewarganegaraan dan bukan sekedar hak sebagai konsumen
dengan penekanannya pada keterlibatan untuk menyamakan
hak sipil dan asasi manusia (Oliver, 1996).

Simmons et al. (2009) lebih jauh menjelaskan pengguna
jasa pelayanan telah mengembangkan prioritas mereka
sendiri untuk terlibat dan konsisten dengan komitmen mereka
untuk meningkatkan kontrol dan mengamankan hak sipil dan
hak asasi mereka. Adapun kecenderungan keterlibatan Ini
termasuk:

1. Keterlibatan dalam pendidikan profesional dan
pelatihan melalui pengembangan pelatih pengguna jasa
untuk mengubah budaya kesejahteraan dan struktur
organisasinya (Levin, 2004).

2. Keterlibatan dalam mengembangkan standar kualitas dan
ukuran dampak, untuk memastikan bahwa penekanan
kebijakan berlaku pada indikator kualitas dan kinerja
lebih kuat didasarkan pada kebutuhan pengguna dan
pengukurannya (Shaping Our Lives et al., 2003 ).

3. Keterlibatan dalam praktek kerja dan profesionalisme,
sehingga pemahaman dan konstruksi praktek kerja
menjadi proyek bersama antara pengguna dan penyedia
layanan (Beresford et al., 2007).

4. Keterlibatan dalam mengembangkan layanan yang
dikendalikan oleh pengguna dan dukungan pada tingkat
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individu, melalui pengembangan skema dukungan self-
directed (seperti system pembayaran langsung), dan
melalui perluasan layanan user controlled kolektif (Barnes
dan Mercer, 2006).

5. Keterlibatan dalam penelitian dan pengembangan
penelitian yang dikendalikan oleh pengguna, sehingga
untuk  menyamakan hubungan penelitian dan
memprioritaskan pemberdayaan dan generasi perubahan
yang lebih luas sebagai tujuan utama dari penelitian
bersama penciptaan pengetahuan baru (Turner dan
Beresford, 2005).

Hal lain yang mulai disorot oleh pengguna jasa adalah
kebutuhan untuk membentuk aliansi dan mengembangkan
hubungan baru serta solidaritas, yang pada awalnya telah
tercermin dalam keinginan untuk membentuk hubungan
antara pengguna layanan yang ada. Hubungan ini kemudian
berkembang menjadi sebuah bentuk kolaborasi yang tidak
hanyak melibatkan pihak-pihak terkait, namun lebih dari itu,
kontribusi masing-masing pihak sangat diperlukan.

Hak dalam pelayanan bukan hanya sebagai objek yang
dilayani, namun pihak terserbut juga memiliki hak untuk
berbagi dalam kegiatan yang diberikan sebagai hak-hak
kewarganegaraan, seperti pendidikan, pekerjaan, berpergian
dan akses ke tempat pelayanan publik. Dalam konteks pihak
yang dilayani termasuk penyandang kebutuhan khusus,
mereka juga ingin dipahami tidak hanya sebagai objek dalam
pelayanan publik, juga bagian dari subjek yang memiliki
perspektif bagaimana seharusnya mereka dilayani.

Perspektif inilah kemudian yang berkembang menjadi
sebuah tuntutan dalam pelayanan publik dimanaresponsivitas
terhadap kebutuhan yang berbeda-beda memerlukan solusi
dalam memberikan pelayanan yang berbeda pula. Pola
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pelayanan yang diterapkan tidak sama bagi individu-individu
bersesuaian dengan perbedaan yang ada, dan dalam pola
pelayanan ini perbedaan pelayanan berdasarkan pada ciri-
ciri yang dimiliki oleh para penerima pelayanan tersebut.

Oleh karena itu, menurut Simmons et al. (2009) salah
satu gerakan reformasi penting dalam sektor publik saat
ini lebih menitik beratkan pada kebutuhan dan hak-hak
individu, bukan sekedar dari hak-hak secara kolektif (melalui
mekanisme seperti personalisasi dan pilihan). Seperti halnya
dalam pertimbangan seseorang yang berkebutuhan khusus
yang tergabung dalam kelompok pengguna pelayanan publik,
selain dapat berkontribusi dalam memahami hak-hak kolektif,
juga dapat menjelaskan tentang hak-hak individu secara
khusus dan tepat.

Secara kolektif, hak yang dimiliki terkait dengan
penyediaan layanan khusus meliputi kecenderungan
umum kebutuhan yang dimiliki oleh kelompok penyandang
kebutuhan khusus. Sedangkan secara individual, penyandang
kebutuhan khusus memerlukan penanganan yang berbeda
dan untuk memudahkan dibuatlah klasifikasi tingkatan
kelompok sebagai acuan pemberian perlakuaan khusus
sebagaimana yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945,
serta mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai
warga Negara.

Untuk mendapatkan kesamaan hak tersebut, diperlukan
cara-cara yang mengarah kepada kesetaraan. Kesamaan hak
tersebut bukan hanya berarti kesamaan dalam memperolah
layanan, namun lebih dari itu adalah cara yang efektif dalam
mencapai tujuan pemberian layanan. Terkadang, usaha untuk
mencapai tujuan tersebut tidak sejalan dengan mekanisme
implementasi pemberian layanan, sehingga menghasilkan
layanan publik yang tidak optimal.
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C. Pelayanan Publik dalam Kajian Means dan Ends

Ketika berbicara pelayanan public, kebanyakan orang
hanya ingin pelayanan yang lebih baik. Tapi apa sebenarnya
adalah layanan yang baik tersebut dan bagaimana
mendapatkannya adalah sebuah pertanyaan yang mendasar.
Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut le
Grand (2007) mangarah kepada tujuan (end) yang hendak
dicapai dengan pelayanan publik dan apa sarana atau cara
(means) untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep ini kemudian
dijadikan salah satu alasan mengapa perdebatan tentang
berbagai cara atau model untuk memberikan pelayanan
publik bukan karena perselisihan mengenai efektivitas atau
hal lainnya dalam mancapai tujuan, namun keberartian cara-
cara tersebut dalam mencapai tujuan publik itu sendiri.

Le Grand (2007) menjelaskan secara mendasar, ada empat
cara atau model pengiriman palayanan publik dalam mencapai
tujuannya (ends). Pertama ialah trust atau kepercayaan,
dimana para professional dan pekerja pada pelayanan publik
dapat dipercaya dalam mendistribusikan pelayanan. Konsep
kedua ialah command and control (yang dikenal juga dengan
hirarki), dimana pemerintah atau institusinya bersama-sama
mendistribusikan pelayanan secara struktur manajeman yang
kondusif. Cara atau model ketiga ialah voice, dimana pengguna
layanan berusaha mendapatkan pelayanan yang baik dengan
berkomunikasi dengan penyedia layanan dengan berbagai
cara. Model keempat adalah choice, dimana pengguna layanan
dapat memilih jenis penyedia layanan yang berbeda-beda.

Kemampuan bertahan sebuah organisasi tidak terlepas
dari trust kepada organisasi penyelenggara layanan. Ada dua
bentuk trust yakni public trust dan social trust. Dwiyanto (2011)
menjelaskan bahwa kepercayaan publik dilakukan terhadap
organisasi pemerintah yang pada umumnya selalu terkait dengan
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isu-isu publik tertentu. Respon warga terhadap kebijakan yang
berujung pada pelayanan pemerintah yang sesuai dengan harapan
dan aspirasinya cenderung akan meningkatkan kepercayaan.
Begitu juga sebaliknya, jika warga merasa pemerintah
mengeluarkan alternatif kebijakan dan pelayanan yang tidak
aspiratif dan sesuai dengan harapan warga, maka akan berdampak
pada berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam
konteks kepercayaan social, Dwiyanto (2011) menjelaskan bahwa
kepercayaan social merujuk kepada kepercayaan warga terhadap
warga lainnya dalam suatu komunitas atau masyarakat.

Secara khusus, Command and Control (komando dan
pengendalian) adalah fokus upaya dari sejumlah entitas
(individu dan organisasi) dan sumber daya, termasuk
informasi, menuju pencapaian tugas, sasaran, atau tujuan
(Albert dan Hayes, 2006). Command and Control bukanlah
tujuanitu sendiri, tetapi merupakan sarana untuk menciptakan
nilai seperti pencapaian misi organisasi. Albert dan Hayes
(2006) lebih jauh menjelaskan jika Command and Control
diterapkan pada suatu organisasi, akan menciptakan atau
mengubah suatu entitas atau asosiasi entitas dan membuatnya
cocok dengan tantangan yang dihadapi, dan mencapai misi
orgaisasi. Konteks Command and Control dalam administrasi
dapat dilihat sebagai bagian fungsi manajemen.

Konsep voice dan choice menurut Hirschman (1978) adalah
setiap orang memiliki pilihan yang berbeda untuk mempengaruhi
organisasi atau pemerintah. Pertama, ketika orang tidak puas
dengan produk atau jasa tertentu mereka dapat meninggalkan
(dalam literatur dikenal dengan istilah exit atau choice) dan pergi
ke penyedia layanan lain. Ini akan memungkinkan mereka untuk
menerimalayananyanglebih baik ditempatlain dan akan menjadi
sinyal kepada penyediabahwa mereka perlu untuk meningkatkan
layanan mereka. Choice atau exit mengharapkan orang untuk
berperilaku sebagai konsumen yang kritis. Selain mekanisme
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choice ini, orang juga dapat menggunakan mekanisme yang lebih
politis yakni Voice atau bersuara. Mereka bisa menyuarakan
ketidakpuasan mereka, misalnya dengan mengajukan keluhan,
menulis surat, dan konsultasi dengan pengambil keputusan.
Oleh karena itu voice adalah cara lain untuk menunjukkan
ketidakpuasan kepada penyedia. Sementara choice adalah
konsep yang relatif mudah, voice adalah salah mekanismen yang
lebih kompleks. Hal ini disebabkan ia mencakup semua upaya
untuk “mengubah” daripada “melarikan diri” dari situasi tertentu
(de Bovenkamp, 2013). Dibandingkan dengan exit atau choice,
voice memiliki keuntungan dari menawarkan informasi tentang
mengapa terjadi ketidak puasan.

Setidaknya ada lima atribut dasar yang mencirikan
pelayanan publik yang berkualitas. Lima atribut dasar yang
menjadi acuan tujuan pelayanan publik tersebut meliputi:
pelayanan harus memiliki kualitas pada level tinggi, pelayanan
harus dioperasikan dan dikelola secara efisien, pelayanan
publik harus responsif terhadap kebutuhan dan keinginan
pengguna layanan, memiliki akuntabilitas yang baik kepada
warga negara, dan pelayanan tersebut harus disampaikan
secara adil (le Grand 2007).

Dalam hal kualitas, ada banyak kemungkinan interpretasi
dari kualitas itu sendiri. Le Grand (2007) menjelaskan bahwa
sebenarnya ada dua pendekatan penting bagi pengguna
pelayanan publik, yakni pendekatan proses dan dampak
(outcome). Pendekatan proses terutama terlihat pada
bagaimana sopan santun, pertimbangan dan kecepatan
diberlakukan bagi pengguna pelayanan publik. Sedangkan
pendekatan dampak hasil, terutama terlihat pada peningkatan
kemampuan dan Kketerampilan. Namun ironisnya, dua
pendekatan yang paling sering digunakan dalam praktek
adalah input dan output, terutama karena kedua pendekatan
tersebut adalah yang paling mudah diukur.
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Efisiensi merupakan elemen penting dari pelayanan
publik yang baik. Layanan yang efisien adalah salah satu cara
yang dapat memberikan kemungkinan kualitas dan kuantitas
layanan tertinggi dari tingkat sumber daya yang digunakan.
Pelayanan menjadi tidak efisien jika sumber daya yang ada
disalahgunakan atau terbuang. Harga sebenarnya dari sebuah
layanan bukanlah uang yang dihabiskan untuk menyediakan
layanan tersebut, karena ada layanan lain yang dapat
disediakan dengan tidak membelanjakan uang dengan cara
yang tidak efisien (le Grand, 2007).

Dapat dikatakan bahwa salah satu kreteria pelayanan
publik yang berkualitas adalah yang responsif terhadap
kebutuhan dan keinginan pengguna layanannya. Perlu diakui,
responsivitas merupakan elemen penting dari kualitas
pelayanan publik, dan konsep tersebut tidak dapat dianggap
terpisah. Namun, kritik utama dari pelayanan publik bahkan
di banyak negara telah menjelaskan ketidakmampuan
organisasi penyedia layanan untuk menanggapi kebutuhan
pengguna mereka (le Grand, 2007).

Sedangkan akuntabilitas merupakan sarana yang individu
dan organisasi melaporkan kepada otoritas yang diakui dan
bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan (Edwards
dan Hulme, 1996). Oleh karena itu, terlihat jelas konsep
akuntabilitas menuntut adanya pertanggung jawaban sebagai
konsekuensi atas tugas dan kepercayaan yang telah diembankan
kepada pihak telah diberikan kewenangan padanya.

Keadilan merupakan hal yang harus dijadikan acuan
dalam penyelenggaraan pelayanan public, terutama yang
berkaitan langsung penyelenggara layanan tersebut, keadilan
pada tataran social merupakan landasan etis, tujuan maupun
sumber acuan pemikiran dalam pelayanan publik. Oleh karena
itu, dengan prinsip keadilan tersebut, pelayanan publik
diharapkan dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat.



BAB III
KAPASITAS ORGANISASI DAN
PELAYANAN PUBLIK

A. Pengembangan  Kapasitas Organisasi dalam
Pelayanan Publik

eberatian cara pemberian layanan publik ini kemudian
menuntut mekanisme tertentu yang tepat untuk

merspon pelayanan publik bagi penyandang kebutuhan
Kkhusus. Dalam konteks ini adalah diperlukan upaya untuk
meningkatkan kemampuan organisasi dengan melakukan
pengembangan kapasitasnya. Dalam konteks kapasitas
organisasi, yang terpenting adalah apakah kapasitas tersebut
mampu menjadi mekanisme cara (means) dalam pencapaian
tujuan (ends) pelayanan publik.

Terkait dengan konsep pengembangan Kkapasitas
organisasi, maka dalam pengembangan kapasitas dalam
perspektif pelayanan publik adalah mekanisme means
sedangkan kualitas pelayanan publik adalah ends. Mekanisme
means dan ends ini kemudian menjadi sebuah model check
and balance bagi pelayanan publik. Check dalam arti apakah
cara dalam penyampaian pelayanan sudah mengedepankan
efektivitas usaha, sedangkan balancelebih kepada apakah usaha
yang dilakukan tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan.
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Sedangkan kapasitas sebuah organisasi dilihat sebagai usaha
yang menghantarkan means dalam penyampaian layanan dan
menghasilkan ends dari pelayanan publik itu sendiri.

Tujuan utama pengembangan Kkapasistas organisasi
melalui penyelenggaraan pelayanan publik pada prinsipnya
ialah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang
sesuai harapan publik. Kesesuaian yang dimaksud adalah
melalui pencapaian tujuan pelayanan publik itu sendiri
dan menggunakan cara yang sesuai terhadap kebutuhan
penyandang kebutuhan khusus, dalam hal ini adalah anak
autis, dan diharapkan dapat menemukan model pelayanan
yang tepat bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
pelayanan tersebut.

Sebagai sebuah instrumen dalam mamberikan pelayanan,
pengembangan kapasitas organsasi penyelengara pelayanan
publik membutuhkan analisa berkelanjutan. Milen (2001)
menjelaskan secara mendasar ada tiga tahap yang harus
dilakukan dalam pengembangan kapasitas. Pertama,
penilaian kebutuhan (needs assessment) sebagai basis dalam
merencanakan rencana strategi pengembangan kapasitas
baik di level individu, kelompok, organisasi dan sistem. Kedua,
Strategi dan aksi (strategic and action) dalam mengembangkan
kapasitas yang dibuat berdasarkan situasi dalam menentukan
dasar identifikasi kesenjangan kapasitas yang ada. Ketiga,
Monitoring dan evaluasi (monitoring and evaluation) dari
proses pengembangan kapasitas yang ada.

Proses penilaian kebutuhan pada dasarnya merupakan
input yang bersumber dari telaah monitoring dan evaluasi
kapasitasorganisasiyangada. Seletalah ditemukan kebutuhan-
kebutuhan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan penentuan
strategi dan aksi sebagai alternatif respon atas kebutuhan
tersebut. Langkah selanjutnya yakni monitoring dan evaluasi
atas strategi dan aksi yang dipilih dan membuat rekomendasi,
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sehingga ada masukan bagi perbaikan input yang dijadikan
informasi dalam menilai kebutuhan di masa yang akan datang.

Proses pengembangan kapasitas organisasi berkelanjutan
tersebut sejalan dengan prinsip reformasi adminitrasi.
Konsep permanent improvement in administration (Wallis,
1993). Hasil dari proses pengembangan tersebut nantinya
akan memperluas kapasitas organisasi dalam merespon
lingkungannya.

Beberapa teori dasar terkait kapasitas organisasi secara
konseptual mendorong terciptanya pengembangan kapasitas
organisasi yang lebih baik. Untuk itu perlu kajian lebih dalam
hal pengembangan kapasitas organisasi dalam perspektif
pelayanan publik.

Pengembangan Kkapasitas organisasi dalam perspektif
pelayanan publik dapat dianalogikan dengan prinsip means -
ends (cara - tujuan). Pelayanan publik sebagai means melalui
pengembangan kapasitas organisasi dan pelayanan publik
sebagai ends melalui tercapainya tujuan dari pelayanan publik
itu sendiri, memiliki keterkaitan satu sama lain dan penting
dipahami sebagai sebuah perspektif.

Dalam konteks pelayanan publik, secara umum perlu
dilihat sudut pandang yang berbeda dalam memahami
kualitas. Cara bagaimana pelayanan publik didistribusikan dan
tercapainya tujuan dari pelayanan publik itu sendiri menjadi
kajian tersendiri dalam melihat kualitas pelayanan publik.
Kualitas sebaiknya melihat proses dan ketercapaian tujuan
pelayanan publik itu sendiri, dengan cara mensinergikan
proses atau cara dan tujuan dari pelayanan publik sebagai
satu kesatuan.

Perry (2007) menjelaskan bahwa dalam pandangan new
public service terkait dengan peran wargan Negara dalam
pelayanan public yang demokrasi ada empat hal yang menjadi
perhatian yaitu : akuntabilitas, representasi, perlindungan dan
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kelembagaan. Perry (2007) lebih lanjut menjelaskan bahwa
akuntabilitas menjelaskan bagaimana bertanggung jawab
kepada warga adalah agen-agen negara dalam pelayanan
public. Representasi menekankan pada bagaimana perwakilan
(pasif dan aktif) adalah dalam paradigm new public service, yaitu
seberapabesarkemungkinanbahwasikap danperilaku orientasi
pelayanan publik baru akan mencerminkan masyarakat umum.
Perlindungan dimaksudkan apakah pelayanan publik telah
memperlakukan lakukan untuk warga negara baik sebagai
klien atau stakeholde, dan kelembagaan bermakna apakah yang
bisa warga Negara lakukan untuk mengubah struktur atau hasil
pelayanan publik yang mereka rasakan kurang tidak puas.

Penelitian tentang kepercayaan publik di Indonesia
belum mendapat perhatian seperti halnya kajian yang
lain. Hal ini menurut Dwiyanto (2011) disebabkan oleh
kepercayaan publik yang diperlakukan sebagai extraneous
variable dalam penelitian administrasi publik. Padahal dalam
memahami kepercayaan publik bukan hanya dilihat hasil
dari administrasi publik, namun juga berperan dalam dalam
proses penyelenggaraan administrasi publik.

Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintahan
adalah pelayanan kepada masyarakat, Oleh karena itu
pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi
untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan
bersama. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public
service) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas
selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap
citra aparat pemerintah itu sendiri.

Dalam paradigma New Public Service yang mengedepankan
prinsip demokrasi yang menjadi nilai yang lebih penting dari
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sekedar nilai ekonomi, harus diwujudkan oleh organisasi publik.

Hal ini berarti bahwa orang-orang tertarik terhadap pelayanan

publik karena mereka termotivasi oleh nilai-nilai pelayanan

publik. Nilai-nilai untuk melayani orang lain, untuk membuat
dunia lebih baik dan lebih aman, dan untuk membuat demokrasi
bekerja menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat dalam

konteks menjadi warga negara (Dernhart and Dernhard, 2007)
Dalam mengembangkan pelayanan publik yang

berorientasi kepada warga negara, menuntut adanya

pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Mengingat kepentingan publik yang harus diadaptasikan

dalam setiap pelayanan, maka diperlukan suatu peningkatan

pelayanan publik. Namun pendefenisian dan penukuran
peningkatan pelayanan publik tersebut tidak mudah untuk
dilakukan, mengingat adanya beberapa kendala yang dihadapi.

Menurut Ashworth, Boyne, dan Entwistle (2010) kesulitan

tersebut secara teoritis meliputi :

1. Beberapa kebijakan dan layanan tidak memiliki tujuan
formal terang dan jelas. Memang ambiguitas tujuan
sering diidentifikasi sebagai salah satu fitur dalam
mendefinisikan organisasi sector publik (Rainey, 2003)

2. Keduaialah Kesulitan dengan rentang waktu, pengukuran,
dan atribusi perubahan pada dampak akhir sehingga
memerlukan cara lain untuk memahami pendekatan
kedua dalam menggunakan output pelayanan sebagai
ukuran kinerja. Output dapat diukur dengan fokus pada
kualitas, kuantitas, atau efisiensi layanan.

B. Model Pengembangan Kapasitas Organisasi yang
Mendukung Pelayanan Publik

Model merupakan astraksi dunia nyata, substitusi,
ataupun representasi realitas dalam bentuk seperti peta,
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diagram organisasi, persamaan matematika dan lainnya,
yang digunakan sebagai alat bantu ketika berhadapan
dengan fenomena nyata yang komplek dan mahal jika dikaji
secara langsung. Model juga merupakan cara alamiah untuk
memperoleh deskripsi dunia nyata dengan mempelajari
replika yang mencerminkan fenomena (Quade, 1989).

Adabeberapa jenis model yang dapat menjelaskan replika
dari fenomena tersebut. Quade (1989) mengklasifikasikan
model kedalam dua kelompok, pertama ialah model eksplisit
eksplanatoris-prediktif yang mendeskripsikan gambaran
suatau dunia nyata seperti model analitis, model simulasi,
model game, model judgment, model skematik, dan model
fisik. Sedangkan yang kedua adalah model implisit yang
bersifat mental. Dalam penelitian ini yang akan digunakan
dalam menganalisa terkait penyelenggaraan pendidikan
berkebutuhan khusus adalah model eksplanatoris-eksplisit.

Ada beberapa teori yang dapat menggambarkan model
eksplisit eksplanatoris-prediktif terkait penyelenggaraan
pelayanan publik dalam perspektif pengemgangan organisasi.
Teori tersebut diantaranya adalah teori Sistem Aktivitas, Teori
Prilaku Anderson dan Teori Sistem

1. Model Sistem AKivitas

Model sistem aktivitas pertama kali diperkenalkan
oleh Engestrom (1987) yang menjelaskan interaksi, subjek,
objek (motif dalam beraktivitas), instrumen (sarana), bidang
pekerjaan, komunitas, aturan, dan hasil yang akan dicapai.
Yamagata-linch (2010) menerangkan bahwa salah satu alasan
penggunaan teorisistem aktivitasialah untuk menggambarkan
situasi proses pembelajaran di dunia nyata.

Joy dan Murphi (2012, h. 104-105) dalam menerangkan
model Engestrom, menjelaskan bahwa subjek merupakan
pusat aktivitas, dan memiliki motif untuk bersama-sama.
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Hasil merupakan capaian yang didukung dengan seluruh
komponen yang ada. Aggota Komunitas merupakan kumpulan
orang yang berbagi aktivitas pada objek. Pembagian pekerjaan
menunjukkan bagaimana aktivitas dalam sistem yang diatur.
Aturan, baik secara eksplisitmaupun implisitatau memberikan
aturan layanan, Sedangkan instrumen, menjelaskan hubungan
yang mengguntungkan seperti bahasa dan aktivitas khusus.
Adapun model teori aktivitas sebagai salah satu acuan dalam
melihat model penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan
khusus. Berikut ini akan disajikan model sistem aktivitas yang
dikembangkan oleh Engestrom (1987) sebagai berikut:
Gambar 2.1
Komponen Model Sistem Aktivitas

Instrument

A

Subjek <—7%  Objek

Hasil (Outcome)

\4

Peraturan <———% Komunitas <— Pembagian Kerja

Sumber : Engestrom (1987)

Disisi lain, Engestréom, Engestréom, dan Kerosuo (2003)
menjelaskan bahwa pada teori aktivitas, terdapat hubungan
dinamis dari aktor utama (subyek aktivitas) dan zona masalah
di mana kegiatan diarahkan (obyek aktivitas) sehingga



44 3% Dr. Bambang Irawan

membentuk suatu sistem kegiatan. Kompleksitas interaksi
yang terjadi pada konteks situasi tertentu dan dimediasi oleh
berbagai instrument seperti bahasa atau teknologi. Aspek
komunitas mengacu pada beberapa individu atau kelompok
yang berbagi objek atau masalah yang sama, dan berkembang
sebagai entitas yang terpisah yang berbeda dari masyarakat
umumnya. Aspek aturan diwakili oleh berbagai norma,
persyaratan, dan standar yang secara eksplisit maupun
implisit mengatur tindakan dalam sistem kegiatan. Pembagian
kerja meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab di antara
anggota pada sistem kegiatan tersebut.

2. Model Prilaku Andersen

Model ini dikembangan oleh Andersen (1995) yang dapat
dimanfaatkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
memiliki dampak terhadap akses layanan berbasis komunitas
tertentu. Faktor-faktor tersebut selanjutkan akan dianalisis
lebih lanjut untuk dapat memberikan gambaran tentang hasil
yang akan dicapai.

Faktor-faktor dalam model Andersen tersebut antara
lain ialah faktor kecenderungan (demografi, stuktur sosial,
dan lainnya), faktor pendukung (sumber daya keluarga
dan Kketersediaan pelayanan di dalam komunitas), faktor
kebutuhan (kurangnya pemenuhan pelayanan), dan hasil
yang diharapkan (Aday et al. 1993; Andersen, 1995). Model
ini juga dapat digunakan dalam memahami model pendidikan
berkebutuhan khusus. Untuk lebih jelas, berikut ini akan
disajikan Model Perilaku Andersen tersebut.
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Gambar 2.2
Model Perilaku Andersen

Faktor
Pendukung

Faktor Hasil
Kecenderungan (Outcome)

\

Faktor
Kebutuhan

Sumber : Andersen (1995)

3. Model Teori Sistem

Penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus
dapat juga dipahami sebagai sebuah sistem, yang terdiri atas
konteks, input, proses, output, dan outcome (Usman, 2006).
Konteks antara lain terdiri atas landasan hukum dan kebijakan
pemerintah yang berlaku, tuntutan pengembangan diri dan
peluang lulusan, nilai dan harapan masyarakat, dunia usaha
dan industri, dan dukungan pemerintah serta masyarakat.
Input antara lain terdiri atas visi, misi, strategi, tujuan, sasaran,
program, kurikulum, ketenangan, peserta didik, sarana dan
prasarana, dana, regulasi, organisasi, administrasi, peran serta
masyarakat, dan budaya sekolah. Proses antara lain terdiri atas
proses belajar mengajar dan metode yang digunakan. Output
meliputi prestasi akademik dan nonakademik. Outcome antara
lain meliputi kesempatan tamatan untuk studi lanjut dan
peningkatan kemampuan diri. Untuk menganalisis dimulai
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dari outcome, sedangkan untuk pemecahan masalah dimulai
dari konteks. Dengan menggunakan pendekatan sistem,
diharapkan analisis atau pemecahan masalah pendidikan
tidak parsial, melainkan secara menyeluruh, yang dimulai dari
konteks sampai dengan outcome. Berikut ini akan ditampilkan
model sistem yang menkelaskan konsep-konsep tersebut :
Gambar 2.3
Organisasi sekolah sebagai sistem

[ Input HProses HOutput HOutcome]

Produktivitas

Efektivitas

—»  [Efisiensi Internal <€—

— Efisiensi Eksternal <
Sumber: Usman (2006)

Pendekatan teori sistem atau model sistem dalam sebuah
organisasi memandang bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan
yang terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berinteraksi,
berkorelasi, dan berdependensi sebagai suatu keseluruhan
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Titik berat teori
pendekatan sistem adalah memandang organsasi sebagai sistem
terbuka yang beriteraksi dengan lingkungannya.

Beberapa konsep terkait dengan model sistem diantaranya
ialah produktivitas sebagai suatu perbandingan antara hasil
keluaran dan masukan, sedangkan efektivitas merupakan
efektivitas adalah suatu perbandingan antara evaluasi pekerjan
dari sisi output dengan evaluasi dari sisi input (Sinungun,
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2003). Selain itu, konsep efisiensi internal dapat diartikan
sebagai tingkat efisiensi pada sistem internal pendidikan
dalam mengalokasikan input pendidikan untuk menghasilkan
output yang tinggi, sedangkan efisiensi eksternal merupakan
tingkat efisiensi pada sistem eksternal dalam mengalokasikan
kombinasi input untuk menghasilkan output yang tinggi.

Dariketiga teoriterkaitmodel penyelenggaran pendidikan
(Engestrom, 1987; Andersen, 1995; Usman, 2006) yang dapat
menganalisa penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan
khusus tersebut, jika dihubungan dengan konsep kapasitas
organisasi, maka teori sistem aktivitas dan teori sistem dapat
lebih komprehensif dalam mendeskripsikan pendidikan
berkebutuhan khusus pada anak autis tersebut. Teori-teori
tersebut dapat dijabarkan kedalam tiga jenis kapasitas
organisasi dalam memberikan pelayanan sosial di bidang
pendidikan berkebutuhan khusus baik melalui model inklusi
maupun segregasi.

Menurut Juneman (2011) yang menjadi tujuan utama
penerapan teori aktivitas setidaknya ada tiga. Pertama,
“melampaui dualisme” (transcending the dualisms), yakni
dualisme antara pikiran (thought) dan aktivitas, teori
dan praktik, fakta dan nilai (Engestréom, 1999). Kedua,
mengintegrasikan pendekatan aktivitas dengan pendekatan
naturalistik dalam kerangka kerja yang koheren. Contoh
pendekatan naturalistik adalah pemrosesan informasi (human
information processing), sebuah paradigma dominan dalam
psikologi kognitif. Pendekatan kognitif umumnya dirumuskan
sehubungan dengan asumsi-asumsi mentalistik artifisial,
yang telah mengeliminasi interkoneksi mind dengan dunia
melalui mediated activity. Kelemahan utama dari pendekatan
naturalistik adalah kegagalannya dalam mengapresiasi bahwa
pengetahuan manusia mengenai dunia eksternal dalam
derajat tertentu bersifat intersubjektif dan dimediasikan oleh
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aktivitas manusia. Tujuan ketiga adalah menghubungkan
studi-studi mikro (microstudies) tentang tindakan, interaksi,
dan pengetahuan dengan teori-teori makro (macrotheories)
tentang institusi sosial dan struktur masyarakat. Teori aktivitas
dengan pendekatan jejaring sosialnya mampu menjembatani
kedua studi tersebut (Engestrém, 1999).

Faktor peraturan, subjek, instrumen, objek, komunitas,
bidang pekerjaan, dan hasil (dalam konteks outcome), dapat
dikelompokkan kedalam berbagai jenis kapasitas organisasi. Pada
kapasitasteknis, meliputisubjek (sumberdayamanusia),instrumen
(infrastruktur, teknologi, pembiayaan). Kapasitas manajerial,
meliputi: objek (kepemimpinan yang efektif, program dan sistem
manajemen). Sedangkan Kapasitas institusi, meliputi: Komunitas
profesional (jejaring), peraturan yang mendukung dalam bentuk
kebijakan (keterkaitan dengan pihak lain dan permintaan “pasar”).
Adapun hasil atau outcome ialah terlaksananya penyeleggaraan
pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang responsif
terhadap kebutuhan tertentu.

Di sisi lain, teori sistem (Usman, 2006) mengarahkan
pada rangkaian proses yang lebih jelas pada pendidikan
berkebutuhan khusus. Input menjelaskan tentang sumber
daya apa saja yang dibutuhkan dalam memberikan layanan
berkebutuhan khusus. Di tahap ini, yang menjadi masukan
untuk nantinya diproses meliputi unsur-unsur yang harus
tepenuhi dan menjadi syarat dalam tahapan selanjutnya.
Kapasitas teknis dan institusional merupakan input yang harus
dipenuhi termasuk anak berkebutuhan khusus itu sendiri.
Tahapan proses terkait dengan kapasistas manajerial yang
digunakan dalam pendidikan berkebutuhan khusus. Output
merupakan hasil proses belajar mengajar yang dijalankan.
Sedangkan outcome pada pendidikan berkebutuhan khusus
antara lain diterimanya anak berkehutuhan khusus pada studi
lanjut, dapat bekerja, dan mengembangkan diri.



BAB IV
PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI

A. Kapasitas Organisasi dan Pembelajaran Organisasi

ara ahli telah menjelaskan berbagai definisi
P pembelajaran organisasi. Menurut Argyris dan Schon

(1978) "Organizational learning occurs when members
of the organization act as learning agents for the organization
by detecting and correcting errors in organizational theory-in-
use”. Intinya ialah pembelajaran organisasi merupakan proses
ketika anggota organisasi bertindak sebagai agen pembelajar
bagi organisasi yang mendeteksi dan memperbaiki kesalahan
dalam penerapan teori pada organisasi. Probst dan Biichel
(1997)menjelaskanlebihjauh definisipembelajaranorganisasi
sebagai “ability of the institution as a whole to discover errors
and correct them, and to change the organization’s knowledge
base and values so as to generate new problem-solving skills
and new capacity for action.” Dengan kata lain, pembelajaran
organisasi ialah kemampuan institusi secara keseluruhan
untuk menemukan kesalahan dan memperbaikinya, dan
untuk mengubah basis pengetahuan organisasi dan nilai-nilai
sehingga menghasilkan keterampilan pemecahan masalah
baru dan kapasitas yang baru untuk bertindak. Crossan, Lane
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dan White (1999) menerangkan bahwa : “Organizational
learning can be conceived of as a principal means of achieving
the strategic renewal”. Konsep ini menekankan bahwa proses
pembelajaran disusun dari prinsip dasar dalam pembaharuan
strategi. Sedangkan Fiol and Lyles (1985) memberikan
defenisi tentang pembelajaran organisasi : “Organizational
learning means the process of improving actions through better
knowledge and understanding”. Defenisi ini lebih menekankan
pada proses peningkatan aktivitas melalui pengetahuan
dan pemahaman yang lebih baik. DiBella dan Nevis (1998)
mendefinisikan pembelajaran organisasi sebagai kapasitas
atau proses dalam suatu organisasi untuk memelihara atau
meningkatkan kinerja berdasarkan pengalaman.

Banyak pendapat ahli yang telah dipublikasikan tentang
pembelajaran organisasi dan fenomena ini lebih lanjut
dikategorikan ke dalam dua bidang yang berbeda: 1) Proses
Pembelajaran (Pembelajaran Organisasi atau Organizational
Learning), 2) Struktur Organisasi Formal (Organisasi
Pembelajar atau Learning Organization) (Ortenbald, 2002).
Umumnya, perbedaan nyata terletak di antara organisasi
pembelajar (learning organization) sebagai sesuatu yang ideal
dan pembelajaran organisasional (organizational learning)
sebagai action diarahkan untuk mencapai sesuatu yang ideal
tersebut. (Ortenbald, 2002)

Bell, Whitwell, dan Lukas (2002) menciptakan kategori
pembelajaran organisasi, proses pembelajaran yang mengarah
ke organisasi pembelajaran. Kedua tipologi berusaha untuk
membedakan spektrum teori. Proses pembelajaran organisasi
dapat diringkas menjadi empat jenis sudut pandang (Bell,
Whitwell, dan Lukas, 2002). Kategori-kategori sundut pandang
tersebut adalah: Ekonomi, Pembangunan, Manajerial, dan
Proses. Terlepas dari lokus penelitiannya di sekolah, tetapi
dapat digunakan dalam aspek pelayanan lainnya.
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Bell, Whitwell, dan Lukas (2002) lebih jauh menjelaskan
bahwa sudut pandang ekonomi merefleksikan pembelajaran
sebagai proses yang linear. Pembelajaran terjadi sebagai
sebuah respon atas solusi dari pengulangan kebutuhan yang
sama. Kegagalan atau keberhasilan adalah hal yang terpisah
dari nilai dari kegiatan dalam konteks lingkungan yang lebih
luas. Melalui sudut pandang pemgembangan menunjukkan
bahwa pembelajaran organisasi terjadi melalui proses
berurutan, tahap-tahap pengembangan, yang mengarah ke
pembelajaran yang lebih tinggi. Tahapan-tahapan itu adalah
langkah-langkah untuk evolusi bagi organisasi yang tidak
dapat dipercepat melalui situasi yang direncanakan atau
dikelola. Model manajerial menekankan bahwa pembelajaran
organisasi seharusnya dikelola, direncanan dan sebagai
penentu. Dalam model ini, pembelajaran organisasi diukur
melalui pengecekan daftar diagnosa dan skala penilaian
dengan prinsip-prinsip ilmu prilaku. Pada model proses,
disarankan bahwa pembelajaran organisasi harus menyatu
dalam semua organisasiwalaupun tersembunyi. Organisasi
memiliki kapasitas dalam belajar ketika dibutuhkan dan harus
menyeimbangkan kepentingan yang ada di dalam organisasi.
Model proses ini merupakan model yang paling fleksibel
dari pembelajaran organisasi dalam konteks hubungan
interpersonal (Ramesh dan Tiwanta,1999).

Crossan, Lane dan White (1999) membuat sebuah
kerangka kerja mengenai pembelajaran oganisasi yang
menekankan pada basis pemahamam yang lebih menyeluruh
seperti yang diungkapkan oleh March (1991). Fokus pada
tekanan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi serta
menyediakan kerangka kerja yang meiliki empat sub
proses yang mengarah dari individu ke organisasi dan juga
termasuk umpan balik dari organisasi ke individu. Keempat
proses tersebut adalah : intuisi, interpretasi, integrasi dan
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institusionalisasi. Pembelajaran organisasi sebagai proses
yang dinamis, Crossan, Lane dan White (1999) menerangkan
bahwa : “Not only does learning occur over time and across
levels, but it also creates a tension between new learning (feed
forward) and exploiting or using what has already been learned
(feedback).

Beberapa pakar tertarik menulis perbedaan tingkat
pembelajaran organisasi. Argyris dan Schon (1978)
menyajikan pembagian antara single-loop learning, double-
loop learning dan deutero-learning, Fiol dan Lyles (1985)
mengidentifikasi pembelajaran tingkat rendah (lower-level)
dan tingkat tinggi (higher-level), sedangkan Senge (1990)
menyebut tahap pembelajaran ini dengan adaptive learning
dan generative learning. Semakin tinggi adalah tingkat
pembelajaran organisasi, semakin baik kualitasnya. Model
yang paling sering digunakan untuk menggambarkan tingkat
pembelajaran organisasi adalah yang disajikan oleh Argyris
dan Schon (1978).

Tingkat pertama kali belajar organisasi dengan perbedaan
Argyris dan Schon adalah single-loop learning. Single-loop
learning memecahkan masalah yang terlihat (Argyris, 1990).
Pembelajaran terjadi ketika ada umpan balik tunggal yang
mengoreksi kesalahan, di mana tindakan korektif didasarkan
pada evaluasi asumsi yang mendasari suatu tindakan
(Argyris dan Schon, 1996). Hal ini terjadi ketika usaha untuk
memperbaiki ketidaksesuaian antara tindakan dan hasil yang
diinginkan hanya dengan mengubah tindakan mereka ketika
nilai-nilai yang mengatur atau asumsi-asumsi yang mendasari
tindakan tersebut bersifat tidak terbuka terhadap perubahan.
Pada konteks ini solusi yang ditawarkan mengabaikan masalah
yang lebih mendasar. single-loop learning hadir ketika tujuan,
nilai-nilai, kerangka kerja, dan strategi merupakan hal yang
bersifat diterima begitu saja. Fiol dan Lyles (1985) menyebut
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single-loop learning sebagai lower-level learning dan terjadi
di dalam organisasi yang manajemennya yakin dapan
mengontrol lingkungan organisasi. Senge (1990) menyebut
pembelajaran tahap pertama ini dengan adaptive learning,
tempat dimana organisasi belajar dan beradaptasi dengan
lingkungannya untuk dapat berthana hidup. Adaptasi adalah
belajar dalam menanggapi perubahan lingkungan (Robinson,
2001). Walaupun demikian, model pembelajaran ini memiliki
fokus eksternal yang mendefinisikan pembelajaran dalam hal
hubungan antara organisasi dan lingkungannya, tetapi tidak
mengatasi aspek internal dari proses adaptasi tersebut.
Double-loop learning terjadi ketika ada umpan balik
kedua yang mengubah nilai-nilai, teori, atau asumsi-asumsi
di balik permasalahan yang diamati (Argyris dan Schon,
1996). Jika pada single-loop ada umpan balik pertama yang
menyajikan kesalahan atau masalah, maka pada double-loop
terjadi umpan balik kedua yang menyajikan nilai-nilai atau
asumsi yang menciptakan masalah. Double-loop membuka
kemungkinan untuk melihat masalah dengan situasi berbeda
atau membingkai ulang masalah, yang mengarah ke solusi
yang lebih efektif dengan mengubah nilai-nilai atau asumsi
(Isaacs, 1993; Georges, Romme dan Witteloostuijn, 1999).
Jadi dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan kemampuan
pemecahan masalah organisasi ketika double-loop learning
berlangsung. Fiol dan Lyles (1985) menyebut level
pembelajaran ini sebagai higher-level learning yang bertujuan
untuk lebih focus pada penyelarasan aturan dan norma
dibandingkan dengan aktifitas dan prilaku yang spesifik.
Senge (1990) memperkuat model pembelajaran ini dengan
menyebutnya sebagai generative learning. Namun, generative
learning tidak dapat dipertahankan dalam sebuah organisasi
di mana model berpikir atas kejadian mendominasi. Hal ini
membutuhkan kerangka konseptual pemikiran struktural
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atau sistemik, sebagai sebuah kapasitas untuk menemukan
penyebab struktural perilaku.

Deutero-learning terjadi ketika ada putaran umpan balik
ketiga, yang melibatkan model mental, sistem, dan struktur di
mana nilai-nilai, asumsi, strategi, dan fungsi berada (Georges,
Romme dan Witteloostuijn, 1999; Seo, 2003). Argyris dan
Schon (1996) mendiskusikan pembelajaran lingkaran ketiga
sebagai deutero-learning pada organisasi. Pembelajaran
lingkaran ketiga terjadi ketika mereka yang terlibat dalam
proses pembelajaran mempertimbangkan dampak dari
konteks organisasi tentang bagaimana mereka belajar.
Seo (2003) menyebut hal ini sebagai sistem tradisi, dan
menggambarkan lingkaran ketiga sebagai terdiri dari “social
traditions and norms where the individual governing values are
nested”, atau dengan kata lain tradisi sosial dan norma-norma
di mana nilai-nilai yang mengatur individu menyatu. Hal ini
membutuhkan pertimbangan setiap individu dan kelompok
untuk membangun hubungan antara individu, kelompok,
dan organisasi, dan konteks pembelajaran pada level masing-
masing. Pembelajaran lingkaran ketiga telah melampaui
asumsi atau nilai-nilai dari jangkauan terbatas dari masalah
yang dihadapi dan mempertimbangkan pengaruh konteks
pembelajaran.

Tingkat pembelajaran ketiga atau deutero-learning
merupakan model pembelajaran tertinggi dalam organisasi,
yang dapat dianggap sebagai proses pembelajaran untuk
belajar. Setiap anggota organisasi harus merenungkan dan
memahami konsep mendasar tentang organisasi mereka.
Model pembelajaran organisasi inilah yang mengacu pada
kapasitas organisasi untuk mengatur dan memecahkan
masalah dan untuk merancang dan mendesain ulang kebijakan,
struktur, dan teknik dalam menghadapi terus berubah asumsi
tentang organisasi dan lingkungannya.
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Walaupun terdapat banyak perbedaan pendekatan
dalam memahami pembelajaran organisasi, ada lima prinsip
beberapa yang ditemui dalam banyak pendapat (Burnes,
2009):

1. An organisation’s survival depends on its ability to learn at
the same pace as or faster than changes in its environment.

2. Learning mustbecome a collective and notjust an individual
process.

3. There must be a fundamental shift towards systems (or
triple-loop) thinking by an organisation’s members.

4. By adopting organisational learning, an organisation not
only acquires the ability to adapt quickly and appropriately
to changing circumstances, but it can also transform itself
if necessary.

5. As well as the ability to transform itself, an organisation
can adapt to, influence and even transform its environment.

Dengan kata lain keberlanjutan hidup suatu organisasi
tergantung pada kemampuannya untuk belajar dengan
kecepatan yang sama dengan atau lebih cepat dari perubahan
dalam lingkungannya. Belajar harus menjadi proses kolektif
dan bukan proses individual. Harus ada perubahan mendasar
terhadap sistem (atau triple-loop) yang dipikirkan oleh anggota
organisasi. Dengan mengadopsi pembelajaran organisasi,
sebuah organisasi tidak hanya memperoleh kemampuan
untuk beradaptasi dengan cepat dan tepat dengan keadaan
yang berubah, tetapi juga dapat mengubah dirinya jika perlu.
Dikarenakan kemampuan untuk mengubah dirinya, suatu
organisasi dapat beradaptasi dengan, pengaruh dan bahkan
memberikan dampak pada lingkungannya.

Namun, Selama lebih dari satu dekade terakhir, studi
tentang pembelajaran organisasi tidak hanya focus pada
pembelajaran internal organisasi, namun semakin meluas dan
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mencakup penelitian pembelajaran melalui partisipasi dalam
antar jaringan organisasi. Ada penekanan strategis tumbuh
dalam kemitraan dan kolaborasi antara organisasi (Winkelen,
2010).

Tujuan berkolaborasi cenderung baik dalam kemampuan
mengeksploitasi sumber daya dan cakupan yang lebih efisien
dan efektif, atau untuk mengeksplorasi kemungkinan-
kemungkinan baru dengan belajar dari mitra dalam
mengembangkan keahlian yang mungkin dapat dieksploitasi
lebih luas dalam setiap organisasi.

B. Kapasitas Organisasi dan Pertumbuhan Organisasi

Salah satu model pertumbuhan organisasi diperkenalkan
oleh Greiner. Larry E. Greiner : “Evolution and Revolution as
Organization Grow.” Harvard Business Review,50(1972).Greiner
mempelajari pertumbuhan organisasi untuk mengetahui titik-
titik kritis yang akan dilalui dalam pertumbuhan tersebut. Ia
jugamenunjukkan bahwa organisasiakan mengalamikesulitan
jika strukturnya tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan
tersebut. Greiner menamakan perioda sebelum dan sesudah
setiap titik Kkritis tersebut sebagai tahapan pertumbuhan.
Tahapan pertumbuhan yang memiliki titik-titik kritis yang
dimaksud meliputi pertumbuhan melalui kreativitas (growth
by creativity), pertumbuhan melalui pengarahan (growth
by direction), pertumbuhan melalui pendelegasian (growth
by delegation), pertumbuhan melalui koordinasi (growth by
coordination), dan pertumbuhan melalui kerjasama (Growth
by Collaboration). Adapun urutan tahapan pertumbuhan dan
titik-titik kritis yang dilalui dalam pertumbuhan organisasi
ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.
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Gambar 4.1
Tahapan urutan Pertumbuhan dan Krisis yang Dilalui
dalam Pertumbuhan Organisasi
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Tahapan pertama ialah pertumbuhan melalui kreativitas
(growth by creativity). Pada tahapan ini organisasi baru
saja terbentuk, sehingga orientasi perhatianya dipusatkan
dikhususkan dalam menciptakan suatu produk atau jasa
tertentu dan berusaha untuk memiliki kemampuan bertahan
dalam menghadapi persaingan. Tahapan ini dinamakan
disebut dengan pertumbuhan melalui kreativitas karena
penemuan produk dan pengembangan kemampuan bertahan
sangat erat hubungannya dengan kreativitas yang dibsngun.
oleh organisasi sendiri. Oleh karena itu pula, pendiri
organisasi umumnya adalah orang yang berjiwa wiraswasta
(entrepreneur) yang menfokuskan perhatiannya pada
kegiatan produksi dan pemasaran produk dan jasa. Organisasi



58 3% Dr. Bambang Irawan

biasanya bersifat tidak formal dan juga tidak birokratis.
Jam kerja dalam organisasi ini umumnya lebih panjang, dan
pengawasan dilakukan secara pribadi oleh pemilik ataupun
pimpinan organisasi secara langsung.

Tahapkritispadatahapaninidisebutkrisiskepemimpinan,
sebagai akibat membesarnya ukuran organisasi. Pertambahan
jumlah karyawan karena organisasi tumbuh semakin
besar membawa persoalan baru bagi pemimpin organisasi.
Pimpinan organisasi yang semula hanya menangani masalah
produksi dan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan,
diharuskan menghadapi persoalanan manajemen organisasi
dalam mengatur karyawan yang dari sisi jumlah mengalami
peningkatan pesat. Organisasi memasuki masa kritis karena
pemimpinnya umumnya berjiwa wiraswasta, kurang tertarik
dan kurang terlatih dalam kegiatan pengaturan karyawan
yang ada. Maka dari itu, ketika organisasi mampu tumbuh
lebih besar, diperlukan pimpinan yang memiliki kemampuan
manajerial organisasi khususnya terkait dengan keahlian
dalam teknik-teknik pengaturan karyawan.

Tahapan kedua ialah pertumbuhan melalui pengarahan
(growth by direction). Tahapan ini dapat dilalui ketika krisis
kepemimpinan pada tahapan sebelumnya telah berhasil
dilampaui dan organisasi telah memiliki kepemimpinan yang
kuat dan mulai merumuskan arah maupun sasaran yang lebih
jelas. Organisasi mulai dikelompokkan menjadi bagian-bagian
yang spesifik dengan hirarki wewenang, penugasan dan
pembagian kerja yang khusus pula. Sistem manajemen dan
hirarki organisasi juga mulai lebih teratur. Komunikasi dalam
organisasi mulai menjadi lebih formal dan birokrasi dalam
organisasi mulai lebih jelas dan terarah.

Titik kritis pada tahapan ini dapat disebut sebagai krisis
otonomi. Hal ini dikarenakan pegawai mulai merasa dibatasi
geraknya karena kepemimpinan yang telah fokus pada
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struktur dan tugas yang ada pada setiap unit atau bagian yang
ada. dalam organisasi. Sementara itu, pimpinan ditingkat
bawah mulai berfikir bahwa memiliki kekuasaan di unit
atau bagian masing-masing, dan mulai menjalin hubungan
dengan kekuasaan yang lebih besar dari atasan. Krisis
otonomi umumnya terjadi saat pimpinan organisasi belum
bersedia mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada
pimpinan yang lebih rendah. Pimpinan tingkat bawah merasa
tidak mendapat wewenang untuk melakukan pengambilan
keputusan. Pimpinan ditingkat bawah dianggap belum mampu
mengambil keputusan dengan baik oleh pimpinan di level atas
Krisis otonomi ini bisa dilampaui jika pimpinan organisasi
bersedia mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada
level pimpinan yang ada di bawah dan mempersiapkan atau
mengkaderisasi bawahannya yang tepat untuk itu. Di samping
itu, pimpian di level bawah juga akan mulai terlatih untuk
pengambilan keputusan secara baik.

Tahap ketiga disebut sebagai pertumbuhan melalui
pendelegasian (growth by delegation). Pada tahapan ketiga,
sebagian wewenang telah didelegasikan secara bertahap kepada
pimpinan di level bawah, dan proses desentralisasi sudah
mulai diterapkan dalam organisasi. Ketika kewewenangan dan
tanggung jawab yang lebih besar mulai diberikan kepada para
pimpinan tingkat bawah dan menengah, pimpinan tertinggi
dalam organisasi mulai mengarahkan perhatiannya pada
pemikiran yang lebih bersifat strategis, sementara tanggung
jawab operasional sehari-hari dipercayakan kepada pimpinan
yang lebih rendah. Pimpinan mulai menggunakan sistem
pengendalian internal serta sistem informasi dalam operasional
organisasi. Komunikasi pimpinan puncak kebawah menjadi tidak
terlalu sering, tetapi bersifat lebih formal. Disamping itu, dalam
organisasi sudah mulai bermunculan karyawan spesialis dengan
tugas-tugas yang sangat spesifik.
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Titik kritis pada tahapan ini adalah krisis pengawasan.
Kondisi kritis ini terjadi disebabkan pimpinan tingkat
menengah maupun bawah yang telah mendapatkan otonomi
berdasarkan desentralisasi kewenangan menjadi tidak
terkendali secara baik. Untuk itu, pimpinan organisasi
perlu mengarahkan organisasi ke arah yang lebih baik,
yakni melalui penggunaan teknik-teknik koordinasi yang
berorientasi dalam menyatukan arah perkembangan bagian -
bagian organisasi. Koordinasi dimaksudkan untuk menuju ke
arah integrasi organisasi dengan menerapkan teknik-teknik
pengawasan yang selalu berupaya agar semua bagian yang
ada dapat berkembang tanpa keluar dari arah organisasi yang
telah ditetapkan..

Tahap keempat dikenal dengan pertumbuhan melalui
koordinasi (growth by coordination). Jika tahapan sebelumnya
telah terlampaui dengan baik, berarti organisasi telah
mencapai level dimana koordinasi telah berjalan dengan baik.
Pada tahapan ini, organisasi telah memiliki staf profesional
yang memiliki kemampuan khusus untuk menguasai
program, proses dan prosedur yang ada pada organisasi
secara keseluruhan, sehingga dapat digunakan dan diarahkan
pada semua kegiatan di setiap unit atau bagian sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Di level ini, organisasi juga
dibentuk menurut orientas produk atau jasa yang dihasilkan,
atau bentuk bentuk lainnya yang memungkinkan mudahnya
tercapai koordinasi antar bagian. Sistem imbalan yang dapat
merangsang para karyawan agar bersedia menunjukkan
kontribusinya untuk kepentingan organisasi secara
keseluruhan juga dapat diterapkan pada tahapan ini.

Titik Kkritis pada tahapan ini adalah krisis birokrasi.
Krisis ini terjadi karena program, proses dan prosedur
organisasi secara keseluruhan seringkali membatasi gerak
para pimpinan di level menengah dan bawah. Organisasi
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menjadi terlalu birokratis, dan pengaruh pimpinan puncak
dan serta staf profesional terlalu kuat sehingga menghambat
kegiatan para pimpinan menengah. Akibatnya, hambatan ini
menyebabkan pimpinan menengah menjadi kurang inovatif.
Organisasi menjadi kaku, tampak terlalu besar untuk bisa
dikelola dengan baik hanya melalui aturan maupun program
formal.

Tahap kelima yang dikenal dengan pertumbuhan melalui
kolaborasi (growth by collaboration). Suasana baru akan
tumbuh dalam organisasi yang telah melewati krisis birokrasi,
yaitu munculnya semangat kolaborasi atau kerjasama. Pada
tahapan ini, seluruh karyawan telah menyadari bahwa
birokrasi yang berlebihan akan sangat menghambat kegiatan.
Karena itu, para karyawan umumnya telah terbiasa dalam
menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tanpa
terhambat oleh birokrasi yang ada. Hal itu dapat dilakukan
dengan berupaya menyelesaikan perbedaan pendapat yang
ada secara tidak formal. Birokrasi yang ada terasa telah
mencapai batas kemampuannya, sehingga secara formal dapat
menghambat pertumbuhan organisasi lebih lanjut, untuk itu
sangat penting bagi karyawan untuk menyadari pentingnya
bekerja dalam organisasi tanpa membuat organsisasi itu lebih
birokratis. Pengawasan formal menjadi tidak dibutuhkan
karena muncul kontrol sosial melalui mekanisme sistem dan
tata nilai yang ada yang membatasi gerak karyawan, menuju
kearah yang lebih baik. Untuk mencapai kerjasama yang baik,
dalam organisasi seringkali dibentuk team yang anggotanya
diambil dari berbagai bagian ataupun fungsi-fungsi organisasi.
Komunikasi ataupun hubungan formal lainnya seringkali
digantikan dengan rapat koordinasi ataupun pembentukkan
kelompok-kelompok kerja, yang secara keseluruhan bertujuan
untuk menyederhanakan koordinasi dalam organisasi.
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Tahapan perkembangan yang paling akhir ini seringkali
memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat dicapai.
Selama pertumbuhan tersebut organisasi menjadi lebih
formal dengan desentralisasi yang lebih tinggi. Tahapan ini
belum dapat dipastikan bentuk titik kritisnya. Hal ini dapat
terjadi disebabkan organisasi pada tahapan ini telah memiliki
mekanisme yang secara otomatis akan melakukan tindakan
perbaikan pada saat akan terbentuknya titik kritis tersebut.
Karena bentuknya belum diketahui dengan pasti, titik kritis
pada tahapan ini dinyatakan dengan nama krisis tanda tanya
™.

Pertumbuhan pada tahapan organisasi sebaiknya di
dukung dengan pengembangan kapasitas organisasi yang
dapat berjalan secara paralel. Terutama dalam menghadapi
krisis yang menerpa organisasi, kapasitas organisasi akan
mendorong terciptanya focus orientasi dalam menyelesaikan
masalah yang ada.



BABYV
PENUTUP

Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang
berkualitas dari institusi penyelenggara layanan, meskipun
tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan, karena
secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih
bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan.
Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat
masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan
yang “dilayani”. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan
reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan
mendudukan kembali “pelayan” dan yang “dilayani”, ke
pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya
ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi
pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara
berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat
yang mendirikannya. Artinya institusi pemberi layanan yang
sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya
kepada masyarakat.

Keberhasilan sebuah organisasi atau institusi pemberi
layanan dalam meraih tujuannya akan terwujud apabila
kapasitas organisasi melalui kesiapan individu sumber daya
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manusia dari sebuah organisasi dapat menghadapi berbagai
tantangan yang akan dihadapi. Kapasitas organisasi pada
akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.
Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan,
dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk
mencapai tujuannya.

Berkaitan dengan kesiapan sumber daya khususnya
instrument utama dari organisasi yaitu sumber daya manusia
menurut Tyson, Shaun dan Tony Jackson (2000:23), ada dua
kekuatan yang benar-benar berbeda yang ada pada individu,
yaitu: Pertama, kekuatan dalam diri orang itu sendiri,
Kekuatan ini meliputi pengetahuan dan keterampilan dasar,
kesadaran diri dan bahkan mungkin toleransi terhadap
ambiguitas. Bahkan ada bukti yang mengatakan bahwa tingkat
motivasi dan yang paling penting yaitu harga diri, berperan
penting dalam kesiapan untuk berubah. Kedua, kekuatan-
kekuatan yang ada pada sistem yang meliputi budaya dan
iklim organisasi dan konsekuensi yang dirasakan terhadap
keberhasilan atau kegagalan dalam organisasi. Pengelolaan
sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat
menentukan tingkat keberhasilan efektivitas organisasi.

Oleh karena itu untuk mencapai efektivitas organisasi
dalam memberikan pelayanan publik maka dibutuhkan
penguatan kapasitas yaitu aktivitas untuk meningkatkan
kemampuan organisasi publik dalam rangka mencapai
tujuan secara lebih efektif. Juga kemampuan perorangan
untuk mendefinisikan dan mewujudkan tujuan-tujuannya
atau untuk melakukan pekerjaan secara lebih efektif. Dengan
pengertian ini, penguatan Kkapasitas organisasi sangat
erat kaitannya dengan peningkatan kinerja. Semakin baik
kapasitas seseorang atau suatu organisasi, semakin baik pula
kinerjanya.
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